86

BAB I
PENDAHULUAN
A. Konteks Penelitian
Lembaga pendidikan dapat dikategorikan sebagai organisasi nirlaba yang melayani masyarakat. Meski pun sifatnya nirlaba, namun bukan berarti sekolah tidak dituntut untuk terus meningkatkan mutu proses maupun output pendidikannya. Sebaliknya, sekolah sangat diharapkan benar-benar memperhatikan mutu, karena tugas utama sekolah adalah turut mencerdaskan kehidupan  bangsa, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Seiring dengan perkembangan zaman, kepemimpinan dalam organisasi pendidikan, khususnya kepala sekolah, diharapkan mampu untuk beradaptasi dengan perkembangan yang ada, terlebih yang berkaitan dengan isu-isu terkini dalam bidang pendidikan di sekolah. Secara administratif kepala sekolah diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan orang-orang dalam organisasi sekolah, menciptakan kultur yang baik dan mempersatukan berbagai perbedaan dalam organisasi untuk menciptakan hubungan yang produktif. 
Seorang pengawas sekolah harus memenuhi beberapa kriteria yang sesuai dengan peran dan fungsi kepengawasan. Sebagai konsekuensi dari kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan tersebut, maka seorang pengawas harus memiliki kemampuan profesional yang dilandasi oleh pengetahuan dan keterampilan tertentu. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah menegaskan bahwa seorang pengawas harus memiliki 6 (enam) kompetensi minimal, yaitu kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan serta kompetensi sosial.

Dalam menjaga mutu sekolah, diperlukan adanya quality controll yang mengawasi jalannya proses dan segala komponen pendukungnya. Meski demikian pengawasan mutu dalam bidang pendidikan tentu berbeda dengan peruasahaan yang memproduksi barang/jasa. “Sekolah adalah sebuah people changing institution, yang dalam proses kerjanya selalu berhadapan dengan uncertainty and interdependence” (McPherson, Crowson and Pitner, 1986: 33). Maksudnya mekanisme kerja (produksi) di lembaga pendidikan secara teknologis tidak dapat dipastikan karena kondisi input dan lingkungan yang tidak pernah sama. Selain itu proses pendidikan di sekolah juga tidak terpisahkan dengan lingkungan keluarga maupun pergaulan siswa.

Dalam situasi demikian, maka pengawasan terhadap sekolah pasti berbeda model dan pendekatannya. Peran seorang pengawas pendidikan pun tentu berbeda dengan pengawas pada perusahaan produksi. Oliva (1984: 19) menjelaskan ada “empat macam peran seorang pengawas atau supervisor sekolah, yaitu sebagai: coordinator, consultant, group leader dan evaluator.” Supervisor harus mampu mengkoordinasikan programs, groups, materials, and reports yang berkaitan dengan sekolah dan para guru. Supervisor juga harus mampu berperan sebagai konsultan dalam manajemen sekolah, pengembangan kurikulum, teknologi pembelajaran, dan pengembangan staf. Ia harus melayani kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, baik secara kelompok maupun individual. Ada kalanya supervisor harus berperan sebagai pemimpin kelompok dalam pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah.

Supervisi manajerial mengacu pada efisiensi dan efektivitas internal dan eksternal sekolah. Maksudnya adalah bagaimana menggunakan sumber daya material maupun non-material dalam menunjang pencapaian tujuan sekolah, dimana kepala sekolah sebagai pimpinan yang paling atas yang memiliki kewenangan untuk mengelola sekolahnya dan mengkoordinasikan dengan bawahannya. Semua itu akan tercapai apabila kepala sekolah memiliki kemampuan dan strategi yang baik untuk memberdayakan semua apa yang dimiliki sekolah. Untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan kepala sekolah maka perlu dilakukan supervisi oleh pengawas sekolah atau biasa disebut sebagai supervisi manajerial. Supervisi manajerial ini menitiberatkan pada peningkatan pengelolaan sekolah mulai dari kurikulum, kesiswaan, personalia, keuangan, sapras, humas dan layanan khusus.  
Dalam Panduan Pelaksanaan Tugas Pengawas Sekolah/Madrasah (Direktorat Tenaga Kependidikan, 2009: 20) dinyatakan bahwa

Supervisi manajerial adalah supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan pengelolaan sekolah yang mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian, pengembangan kompetensi sumberdaya manusia (SDM) kependidikan dan sumberdaya lainnya.
Standar administrasi dan pengelolaan sekolah secara konseptual dan operasional tersirat dan tersurat dalam rumusan kompetensi inti pengawas sekolah (Permendiknas No. 12 Tahun 2007) khususnya pada dimensi kompetensi manajerial. Selain itu dalam kompetensi manajerial pengawas sekolah, dituntut juga untuk menguasai program dan kegiatan bimbingan serta memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan di sekolah binaannya. Untuk itu pengawas sekolah harus menguasai teori, konsep serta prinsip tentang metode dan teknik supervisi pendidikan berikut aplikasinya dalam penyusunan program dan praktik pengawasan manajerial.
SMA Negeri 5 Makassar yang terletak di Kecamatan Panakkukang selalu memperbaiki kelemahan dalam rangka mencapai dan membentuk pengelolaan sekolah yang baik. Oleh sebab itu, SMA Negeri 5 Makassar berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan yang diselenggarakan secara berkesinambungan. Selain itu, dalam menentukan langkah-langkah strategis yang dinyatakan dalam misi sekolah yang telah dirumuskan. Semua itu tidak terlepas dari komitmen sekolah yang selalu menciptakan kedisiplinan, lingkungan belajar yang menyenangkan, kebersihan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, yang menjadikan keunggulan tersendiri bagi SMA Negeri 5 Makassar.

Berdasarkan obserasi awal yang dilakukan di SMA Negeri 5 Makassar pada tanggal 8 Juli 2015, peneliti menemukan beberapa fenomena terkait dengan supervisi manajerial yaitu proses supervisi yang dilakuka supervisor terhadap sekolah belum optimal hal ini dapat dilihat dari hasil supervisi manajerial pengawas yang menunjukkan bahwa standar kululusan siswa yang berada pada kategori cukup. Apabila melihat dari profil dari SMA Negeri 5 Makassar yang nota benenya sebagai salah satu sekolah unggulan yang semestinya lulusannya berada pada kategori yang sangat baik karena ditunjang dari sapras, personalia, kurikulum, pengelolaan dan kepemimpinan yang sangat baik. Selain itu hal yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan supervisi manajerial pengawas sekolah adalah beban kerja dari pengawas yang begitu padat sehingga susah untuk ditemui dan kualifikasi pengawas SMA Negeri 5 Makassar yang masih berstrata satu, yang mestinya harus berstrata dua sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan menteri pendidikan nasional nomor 12 tahun 2007 tentang kualifikasi pengawas sekolah/madrasah.  Oleh karena itu optimalisasi pengawasan proses pendidikan harus dilakukan untuk mencari terobosan baru dalam proses pengelolaan administratif disamping dalam upaya menghindari kejenuhan rutinitas yang cenderung stagnan sehingga tidak ada dinamisasi implementasi proses pendidikan yang pada gilirannya akan mengakibatkan melemahnya kinerja guru dan pegawai. 
Berdasarkan uraian di atas, mengenai alur pikir penulis yang telah di paparkan barulah sebatas pemahaman yang lahir dari pengamatan sementara di lapangan sehingga masih terlalu dini untuk menjadi kesimpulan. Oleh karena itu perlu dilihat secara nyata dalam suatu usaha sistematis untuk mengkaji suatu masalah melalui penelitian ilmiah yang dituangkan dalam bentuk penelitian yang berjudul Studi Tentang Pelaksanaan Supervisi Manajerial Pengawas di SMA Negeri 5 Makassar.
B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan supervisi manajerial pengawas di SMA Negeri 5 Makassar?
C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan supervisi manajerial pengawas di SMA Negeri 5 Makassar.
D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu:
1. Manfaat Teoretis
a.  Diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan bagi pengawas dalam upaya meningkatkan kinerjanya sebagai supervisor manajerial serta masyarakat pada umumnya.
b. Bagi kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, dapat meningkatkan kompetensinya untuk menjadi kepala sekolah dan wakil kepala sekolah yang  professional di dalam melaksanakan pengelolaan sekolah dan kegiatan pembelajaran.
c.  Sebagai pengembangan kajian teoritis bagi penulis untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh agar berguna bagi agama, bangsa, dan negara.
2. Manfaat Praktis
a.  Bagi pengawas sekolah, sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran guna mengoptimalkan pelaksanaan supervisi manajerial pengawas sekolah.
b. Bagi kepala sekolah, dapat menambah wawasan, informasi dan pengetahuan tentang pelaksanaan supervisi manajerial dalam menjalankan fungsinya di sekolah.
c.  Bagi wakil kepala sekolah, sebagai bahan evaluasi diri untuk meningkatkan kinerja dan kemampuannya dalam mengelola sekolah dan proses belajar mengajar.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR
A. Tinjauan Pustaka

1. Supervisi Manajerial

a. Pengertian supervisi manajerial

Supervisi berasal dari kata “super” artinya lebih atau atas, dan “vision” artinya melihat atau meninjau. Secara etimologi supervisi artinya melihat atau meninjau yang dilakukan oleh atasan terhadap pelaksanaan kegiatan bawahannya. Menurut Mukhtar dan Iskandar (2013) supervisi adalah pembinaan yang diberikan kepada seluruh personil sekolah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan kondisi belajar mengajar yang baik. Dalam dunia pendidikan supervisi dapat dibedakan menjadi dua yaitu supervisi akademik yang menitiberatkan pada perbaikan proses belajar mengajar dan supervisi manajerial meniberatkan pada perbaikan pengelolaan sekolah dalam menunjang terciptanya proses belajar mengajar yang baik. 

Thaib (2005) mengemukakan secara garis besar praktek penyelenggaraan pendidikan di sekolah dapat dibagi menjadi dua bidang yaitu bidang akademik dan bidang manajerial. Bidang akademik meliputi bidang pengajaran yang terwujud dalam kegiatan proses pembelajaran dan hal lain yang berkait langsung dengan itu. Sedang bidang manajerial adalah bidang di luar bidang akademik. Ada juga yang menyebut supervisi manajerial dengan sebutan supervisi administratif. Esensi dari supervisi manajerial adalah berupa kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala sekolah dan seluruh elemen sekolah lainnya di dalam mengelola, mengadministrasikan dan melaksanakan seluruh aktivitas sekolah, sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan sekolah serta memenuhi standar pendidikan pendidikan nasional.
Dalam Panduan Pelaksanaan Tugas Pengawas Sekolah/Madrasah (Direktorat Tenaga Kependidikan, 2009) dinyatakan bahwa supervisi manajerial adalah supervisi yang berkenaan dengan pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sekolah. Dalam melaksanakan fungsi supervisi manajerial, pengawas sekolah/madrasah berperan sebagai: (1) negosiator dalam proses perencanaan, koordinasi, pengembangan manajemen sekolah, (2) asesor dalam mengidentifikasi kelemahan dan menganalisis potensi sekolah, (3) pusat informasi pengembangan mutu sekolah, dan evaluator terhadap pemaknaan hasil pengawasan. Supervisi manajerial adalah fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sekolah.
Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa supervisi manajerial adalah usaha meningkatkan mutu sekolah pada aspek-aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang berfungsi sebagai pendukung (suppporting) terlaksananya pembelajaran. 

b. Ruang lingkup supervisi manajerial

Priansa dan Somad (2014) mengemukakan kegiatan supervisi manajerial adalah pemantauan dan pembinaan terhadap pengelolaan dan administrasi sekolah. Dengan demikian fokus supervisi ini ditujukan pada pelaksanaan bidang garapan manajemen sekolah, yang mengelola manajemen pendidikan seperti 1) manajemen kurikulum, 2) manajemen keuangan, 3) manajemen sarana dan prasarana, 4) manajemen kepegawaian, 5) manajemen kesiswaan, 6) manajemen hubungan sekolah dan masyarakat, dan 7) manajemen layanan khusus. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) Manajemen kurikulum
Kurikulum merupakan seperangkat rencana tertulis yang berisi berbagai ide dan gagasan yang dirumuskan oleh pengembang kurikulum dan dijadikan pedoman dalam proses belajar mengajar. Kurikulum terdiri dari sistem yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu dengan lainnya misalnya antara tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi pembelajaran, dan evaluasi yang dilakukan. Sistem tersebut digunakan dan dijadikan pedoman oleh guru dalam proses belajar mengajar. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sistem belajar mengajar di kelas, lahir dari sitem kurikulum yang ada, dimana sistem kurikulum yang berlaku akan senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan zaman.
Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua sisi yang tidak terpisahkan. Dengan demikian, tanpa kurikulum maka pelajaran tidak akan mampu berlangsung secara efektif dan efisien.

2) Manajemen keuangan
Manajemen keuangan merupakan salah satu kegiatan yang sangat strategis bagi keberlangsungan sekolah. Dharma (2008) menyatakan bahwa administrasi keuangan merupakan tindakan dalam pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat dipahami sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah.
Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik. Disamping itu juga prinsip efektivitas perlu diperhatikan.
3) Manajemen sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan dan penting bagi terlaksananya proses belajar mengajar. Selain itu, sarana dan prasarna merupakan salah satu tolok ukur yang menentukan mutu sekolah sehingga perlu dikelola dengan baik melalui administrasi sarana dan prasarana.
Sarana adalah peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dan digunakan secara langsung bagi terlaksananya proses belajar mengajar misalnya gedung sekolah, ruang kelas, meja, kursi, alat-alat peraga dan media pembelajaran lainnya. Sedangkan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang berlangsungnya proses belajar mengajar misalnya jalan akses menuju sekolah dan tempat ibadah. 
Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam manajemen sarana dan prasarana sekolah yaitu ketersediaan, kemudahan, kegunaan, kelengkapan, kebutuhan siswa, masa pakai, dan pemeliharaan.
4) Manajemen kepegawaian
Agar pelaksanaan kegiatan operasional sekolah mampu berlangsung dengan baik, maka diperlukan manajemen kepegawaian atau administrasi personil di sekolah. Manajemen kepegawaian sekolah dapat dipahami sebagai ilmu dan seni untuk melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pengaktualisasian, dan pengawasan di lingkungan sekolah sehingga sumber daya manusia yang ada di sekolah mampu berkinerja dengan optimal. Salah satu gambaran dari kinerja sekolah yang optimal adalah berkaitan dengan mutu sekolah itu sendiri. Sumberdaya sekolah yang menjadi ujung tombak pelaksanaan kegiatan di sekolah adalah kepala sekolah, guru, pegawai tata usaha, pegawai pendukung lainnya serta pesuruh atau penjaga sekolah. Adapun aspek yang perlu diperhatikan adalah yang berkaitan dengan daftar dan profil sekolah, daftar hadir personil sekolah, daftar konditue sekolah, penghargaan bagi personil sekolah, struktur organisasi dan dukungan personil sekolah.
5) Manajemen kesiswaan

Siswa sebagai bagian penting dari komponen sekolah memiliki peran yang sangat strategis. Oleh karena itu, keberadaan siswa tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan sekolah saja namun lebih kepada siswa itu sendiri yang merupakan cerminan tingkat kebermutuan sekolah. Semakin baik prestasi yang diraih oleh siswa, maka sekolah tersebut semakin bermutu. Dengan demikian, maka manajemen kesiswaan perlu diterapakan dengan baik. Melalui penerapan manajemen kesiswaan yang profesional, maka siswa dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosio emosional, kejiwaan serta berbagai potensi lainnya.
Ruang lingkup manajemen kesiswaan antara lain berkaitan dengan analisis kebutuhan siswa, rekruitmen siswa, seleksi penerimaan siswa baru, orintasi siswa, penempatan siswa, pembinaan dan pengembangan siswa, evaluasi siswa, kelulusan dan alumni.

6) Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat

Hubungan antara sekolah dengan masyarakat perlu dikelola dengan baik. Untuk itu, perlu diterapkan berbagai fungsi manajemen yang terkait dengan upaya untuk menjalin dan membina hubungan dengan masyarakat. Institute of Public Relation (IPR) menyatakan bahwa hubungan masyarakat merupakan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara kepercayaan dan pengertian antara satu organisasi dengan masyarakat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hubungan masyarakat merupakan serangkaian kegiatan sistematis yang ditujukan bagii penumbuhan kepercayaan dan saling memahami antar sekolah dan anggota masyarakat dapat berlangsung dalam suasana yang saling mendukung dalam rangka menyukseskann tujuan pendidikan dalam lingkup makro maupun tujuan dalam proses belajar mengajar di sekolah.
Adapun prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman dalam membangun hubungan antar sekolah dengan masyarakat adalah visi dan tujuan yang sama, bahasa yang lugas, mengingatkan, hubungan baik, kesepahaman, kepentingan bersama, fleksibel, keterpaduan, kesinambungan, dan menyeluruh.
7) Manajemen layanan khusus 

Layanan khusus di sekolah sangat penting dalam rangka memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan siswa. Beberapa layanan khusus yang umumnya ada di sekolah meliputi manajemen layanan bimbingan dan konseling, layanan perpustakaan sekolah, layanan kesehatan, layanan asrama dan manajemen layanan kantin sekolah. Pelayanan khusus atau pelayanan bantuan yang ada di sekolah ditujukan bagi kelancaran proses belajar mengajar di sekolah dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan
Berdasarkan dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya ruang lingkup dari supervisi manajerial mencakup semua komponen yang dikelola oleh sekolah mulai dari kurikulum, kesiswaan, sapras, keuangan, personalia, humas dan layanan khusus, untuk mencapai tujuan sekolah. Semua itu harus menjadi satu kesatuan dalam sekolah yang dikelola oleh kepala sekolah dan personilnya dengan efektif dan efesien dengan memanfaat apa yang dimiliki baik secara materi maupun non-materi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
c. Prinsip-prinsip supervisi manajerial

Menurut Mukhtar & Iskandar (2013), prinsip-prinsip supervisi manajerial pada hakikatnya tidak berbeda dengan supervisi akademik, yaitu:
1) Prinsip menjauhkan diri dari sifat otoriter, di mana ia bertindak sebagai atasan dan kepala sekolah/guru sebagai bawahan.
2) Prinsip  melaksanakan supervisi dalam rangka membantu pihak sekolah (guru-guru) agar dapat melaksanakan tugasnya secara lebih baik dan berkualitas, sehingga tujuan (pembelajaran) yang diharapkan bisa dicapai secara optimal (Muslim, 2009)
3) Prinsip  memiliki karakteristik obyektif, demokratis, sistematis, kreatif, berpusat pada pertumbuhan dan produktivitas yang didasarkan pada penelitian dan analisis keseluruhan lingkungan belajar mengajar pada pengidentifikasian dan pemecahan masalah-masalah profesional (Muslim, 2009)
4) Prinsip menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis. Hubungan kemanusiaan yang harus diciptakan harus bersifat terbuka, kesetiakawanan, dan informal. Hubungan demikian bukan saja antara supervisor dengan guru, melainkan juga antara supervisor dengan pihak lain yang terkait dengan program supervisi. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya supervisor harus memiliki sifat-sifat seperti: sikap membantu, memahami, terbuka, jujur, ajeg, sabar, antusias, dan penuh humor.
5) Prinsip  berkesinambungan. Supervisi bukan tugas bersifat sambilan yang hanya dilakukan sewaktu-waktu jika ada kesempatan. Perlu dipahami bahwa supervisi merupakan salah satu essential function dalam keseluruhan program sekolah.
6) Prinsip demokratis. Supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi. Titik tekan supervisi yang demokratis adalah aktif dan kooperatif. Supervisor harus melibatkan secara aktif guru yang dibinanya. Tanggung jawab perbaikan program bukan hanya pada supervisor melainkan juga pada guru.
7) Prinsip integral. Di dalam setiap organisasi pendidikan terdapat bermacam-macam sistem perilaku dengan tujuan sama, yaitu tujuan pendidikan. Sistem tersebut antara lain berupa sistem perilaku administratif, sistem perilaku kesiswaan, pengembangan konseling, sistem perilaku supervisi.
8) Prinsip komprehensif. Program supervisi harus mencakup keseluruhan aspek, karena hakikatnya suatu aspek pasti terkait dengan aspek lainnya.
9) Prinsip konstruktif. Supervisi bukanlah sekali-kali untuk mencari kesalahan-kesalahan guru, justru diharapkan akan mengembangkan pertumbuhan dan kreativitas guru dalam memahami dan memecahkan problem-problem yang dihadapi.
10)  Prinsip obyektif. Dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi, keberhasilan program supervisi harus obyektif. Obyektivitas dalam penyusunan program berarti bahwa program supervisi itu harus disusun berdasarkan persoalan dan kebutuhannyata yang dihadapi sekolah
Berdasarkan dari pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya prinsip-prinsip supervisi manajerial yaitu tidak bertindak otoriter, dilakukan berkesinambungan, menciptakan hubungan yang baik, demokratis, dan objektif.
d. Metode Supervisi Manajerial

Dharma (2008) menjelaskan beberapa bentuk metode supervisi manajerial yang digunakan dalam lingkup sekolah, yaitu: 
1) Monitoring dan evaluasi

Metode utama yang mesti dilakukan oleh supervisor dalam supervisi manajerial tentu saja adalah monitoring dan evaluasi. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: 

a) Monitoring/Pengawasan
Secara tradisional pelaksanaan pengawasan menurut Fattah (1996: 102), melibatkan tahapan: 
(1) Menetapkan standar untuk mengukur prestasi

(2) Mengukur prestasi
(3) Menganalisis apakah prestasi memenuhi standar

(4) Mengambil tindakan apabila prestasi kurang/tidak memenuhi standar
Dalam perkembangan terakhir, kecenderungan pengawasan dalam bidang pendidikan juga mengikuti apa yang dilakukan pada industri, yaitu dengan menerapakan Total Quality Controll. Pengawasan ini tentu saja terfokus pada pengendalian mutu dan lebih bersifat internal. Oleh karena itu pada akhir-akhir ini setiap lembaga pendidikan umumnya memiliki unit penjaminan mutu.
b) Evaluasi

Kegiatan evaluasi ditujukan untuk mengetahui sejauhmana kesuksesan pelaksanaan penyelenggaraan sekolah atau sejauhmana keberhasilan yang telah dicapai dalam kurun waktu tertentu. Tujuan evaluasi utamanya adalah untuk          (1) mengetahui tingkat keterlaksanaan program, (2) mengetahui keberhasilan program, (3) mendapatkan bahan/masukan dalam perencanaan tahun berikutnya, dan (4) memberikan penilaian (judgement) terhadap sekolah (Darma, 2008)
2) Refleksi dan Focused Group Discussion (FGD)
Sesuai dengan paradigma baru manajemen sekolah yaitu pemberdayaan dan partisipasi, maka judgement keberhasilan atau kegagalan sebuah sekolah dalam melaksanakan program atau mencapai standar bukan hanya menjadi otoritas pengawas. Hasil monitoring yang dilakukan pengawas sekolah hendaknya disampaikan secara terbuka kepada warga sekolah. Secara bersama-sama pihak sekolah dapat melakukan refleksi terhadap data yang ada, dan menemukan sendiri faktor-faktor penghambat serta pendukung yang selama ini mereka rasakan. Forum dugunakan dapat berbentuk FGD, yang melibatkan unsur-unsur stakeholder  sekolah. Diskusi kelompok terfokus ini dapat dilakukan dalam beberapa putaran sesuai dengan kebutuhan.Tujuan dari FGD adalah untuk  menyatukan pandangan stakeholder mengenai realitas kondisi (kekuatan dan kelemahan) sekolah, serta menentukan langkah-langkah strategis maupun operasional yang akan diambil untuk memajukan sekolah. Peran supervisor dalam hal ini adalah sebagai fasilitator sekaligus menjadi narasumber apabila diperlukan, untuk memberikan masukan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya.
3) Metode Delphi
Metode Delphi dapat digunakan oleh supervisor dalam membantu pihak sekolah merumuskan visi, misi dan tujuannya. Sesuai dengan konsep MBS, dalam merumuskan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) sebuah sekolah harus memiliki rumusan visi, misi dan tujuan yang jelas dan realistis yang digali dari kondisi sekolah, peserta didik, potensi daerah, serta pandangan seluruh stakeholder.

Sejauh ini kebanyakan sekolah merumuskan visi dan misi dalam susunan kalimat “yang bagus”, tanpa dilandasi oleh filosofi dan pendalaman terhadap potensi yang ada. Akibatnya visi dan misi tersebut tidak realistis, dan tidak memberikan inspirasi kepada warga sekolah untuk mencapainya.
Metode Delphi merupakan cara yang efisien untuk melibatkan banyak stakeholder sekolah tanpa memandang faktor-faktor status yang sering menjadi kendala dalam sebuah diskusi atau musyawarah. Misalnya sekolah mengadakan pertemuan bersama antara sekolah, dinas pendidikan, tokoh masyarakat, orang tua murid dan guru, maka biasanya pembicaraan hanya didominasi oleh orang-orang tertentu yang percaya diri untuk berbicara dalam forum. Selebihnya peserta hanya akan menjadi pendengar yang pasif.

Metode Delphi dapat disampaikan oleh kepala sekolah ketika hendak mengambil keputusan yang melibatkan banyak pihak Langkah-langkahnya menurut Gorton (1976: 26-27) yaitu sebagai berikut:

a) Mengidentifikasi individu atau pihak-pihak yang dianggap memahami persoalan dan hendak dimintai pendapatnya mengenai pengembangan sekolah.
b) Masing-masing pihak diminta mengajukan pendapatnya secara tertulis tanpa disertai nama/identitas.
c) Mengumpulkan pendapat yang masuk, dan membuat daftar urutannya sesuai dengan jumlah orang yang berpendapat sama.

d) Menyampaikan kembali daftar rumusan pendapat dari berbagai pihak tersebut untuk diberikan urutan prioritasnya.

e) Mengumpulkan kembali urutan prioritas menurut peserta, dan menyampaikan hasil akhir prioritas keputusan dari seluruh peserta yang dimintai pendapatnya.
4) Workshop

Workshop atau lokakarya merupakan salah satu metode yang dapat ditempuh pengawas dalam melakukan supervisi manajerial. Metode ini tentunya bersifat kelompok dan dapat melibatkan beberapa guru. Penyelenggaraan workshop ini tentu disesuaikan dengan tujuan atau urgensinya, dan dapat diselenggarakan bersama dengan Kelompok Kerja Guru atau organisasi sejenis lainnya. Sebagai contoh, pengawas dapat mengambil inisiatif untuk mengadakan workshop tentang pengembangan KTSP, sistem administrasi, peran serta masyarakat, sistem penilaian dan sebagainya.
Agar pelaksanaan workshop berjalan efektif, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
a) Menentukan materi atau substansi yang akan dibahas dalam workshop. Materi workshop biasanya terkait dengan sesuatu yang bersifat praktis, walaupun tidak terlepas dari kajian teori yang diperlukan sebagai acuannya.

b) Menentukan peserta. Peserta workshop hendaknya mereka yang terkait dengan materi yang dibahas.

c) Menentukan penyaji yang membawakan kertas kerja. Kriteria penyaji workshop antara lain:

(1)  Seorang praktisi yang benar-benar melakukan hal yang dibahas.

(2)  Memiliki pemahaman teori yang memadai.

(3)  Memiliki kemampuan menulis kertas kerja, disertai contoh-contoh praktisnya.

(4)  Memiliki kemampuan presentasi yang baik.

(5)  Memiliki kemampuan untuk memfasilitasi/membimbing peserta.

d) Mengalokasikan waktu yang cukup.

e) Mempersiapkan sarana dan fasilitas yang memadai.

Dalam pelaksanaan supervisi manajerial, kepala sekolah dapat menerapkan teknik supervisi individual dan kelompok. Teknik supervisi individual di sini adalah pelaksanaan supervisi yang diberikan kepada guru atau personil lainnya yang mempunyai masalah khusus dan bersifat perorangan. Sedangkan teknik supervisi kelompok adalah satu cara melaksanakan program supervisi yang ditujukan pada dua orang atau lebih. Guru-guru yang diduga, sesuai dengan analisis kebutuhan, memiliki masalah atau kebutuhan atau kelemahan-kelemahan yang sama dikelompokkan atau dikumpulkan menjadi satu/bersama-sama. Kemudian kepada mereka diberikan layanan supervisi sesuai dengan permasalahan atau kebutuhan yang mereka hadapi.
e. Pelaksanaan supervisi manajerial

Pelaksanaan supervisi manajerial harus dilakukan melalui proses supervisi yang sistematis dan komprehensif. Rifa’i (2000:30) mengemukakan bahwa:

Proses supervisi adalah serangkaian kegiatan yang teratur dan beraturan serta berhubungan satu sama lain dan diarahkan kepada satu tujuan, yang secara garis besarnya kegiatan supervisi dapat dibagi atas tiga yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
Agar lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

1) Perencanaan supervisi manajerial 
Menurut Rifa’i (2000) perencanaan program supervisi manajerial adalah penyusunan dokumen perencanaan pemantauan serangkaian kegiatan membantu kepala sekolah mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran di sekolah. Perencanaan supervisi manajerial ini meliputi penetapan tujuan dan penyusunan rancangan program supervisi yang akan dilakukan.
2) Pelaksanaan supervisi manajerial
Menurut Glickman (2007) supervisor bertugas memberikan bimbingan bantuan dan pengawasan dan penilaian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan tehnis penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan, pengajaran yang berupa perbaikan program pengajaran dan kegiatan pendidikan pengajaran untuk dapat menciptakan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Tahap pelaksanaan ini merupakan implementasi dari rencana supervisi yang telah disusun sebelumnya. Rifa’i dalam Muslim (2009:34) mengemukakan pelaksanaan supervisi pendidikan mengikuti beberapa kegiatan, sebagai berikut “a) pengumpulan data, b) penilaian, 3) deteksi kelemahan, 4) memperbaiki kelemahan, 5) bimbingan dan pengembangan”. 

Untuk lebih jelas akan diuraikan dibawah ini:
a) Pengumpulan Data


Proses supervisi diawali dengan pengumpulan data untuk menemukan berbagai kekurangan dan kelemahan kepala sekolah dan wakil kelapa sekolah. Data yang dikumpulkan adalah mengenai keseluruhan situasi sekolah, meliputi : data murid, guru, program pengajaran, alat /fasilitas, dansituasi dan kondisi yang ada. Data murid antara lain : hasil belajar siswa, kebiasaan dan cara belajar, minat dan motivasi siswa dan sebagainya. Data guru, antara lain : kelebihan dan kelemahan guru, kemampuan dalam mengajar, perkembangan kreatifitas guru, dan program pengajaran yang disusun guru. Selain itu data mengenai alat-alat pelajaran serta fasilitas lainnya juga perlu dikumpulkan. Data tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menemukan permasalahan yang ditemui guru.
b) Penilaian

Data yang sudah dikumpulkan diolah, kemudian dinilai.Penilaian dilakukan terhadap keberhasilan guru dalam mengajar serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses belajar mengajar. Penilaian dilakukan dengan membandingkan kemampuan mengelola sekolah dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama antara kepala sekolah dan wakil  kepala sekolah dengan supervisor.
c) Deteksi kelemahan


Pada tahap ini, supervisor mendeteksi kelemahan atau kekurangan guru dalam mengajar. Dalam rangka mendeteksi kelemahan, supervisor memperhatikan beberapa hal yang berkaitandengan pelaksanaan tugas guru yaitu: penampilan guru didepan kelas, penguasaan materi, penggunaan metoda, hubungan antar personal dan administrasi kelas.
d) Memperbaiki kelemahan 


Jika melalui deteksi ditemukan kelemahan dan keterangan,maka pada tahap ini dilakukan perbaikan atau peningkatan kemampuan. Upaya untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan informasi secara langsung atau tidak langsung, demonstrasi mengajar, kunjungan kelasatau kunjungan sekolah, memberikan tugas bacaan, memberikan kesempatan pada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah untuk mengikuti penataran dalam berbagai bentuk dan sebagainya

e) Bimbingan dan pengembangan

Kegiatan terakhir yang harus dilakukan supervisor adalah memberikan bimbingan dan pengembangan terhadap kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Kegiatan dan pengembangan ini dimaksudkan untuk memberikan dorongan atau motivasi kepada kepala sekolah dan waki kepala sekolah agar dapat tumbuh dan berkembang dalam kerjanya. Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah dibimbing agar masukan yang telah diperoleh sebelumnya dapat diterapkan atau diaplikasikan dalam proses belajar mengajar yang dilakukannya.
3) Evaluasi supervisi manajerial pengawas 

Menurut Rifa’i (2000), proses supervisi yang terakhir dilakukan oleh supervisor adalah melakukan evaluasi program supervisi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tujuan telah dicapai, hal-hal yang sudah dilakukan dan hal-hal yang belum dilaksanakan. Evaluasi supervisi mencakup semua aspek yang meliputi hasil, proses dan pelaksanaannya. Keberhasilan program supervisi ini terlihat dengan teratasinya kesulitan-kesulitan yag dialami oleh sekolah terkait dengan pengelolaan sekolah.
Umpan balik (feedback) akan memberi pertolongan bagi supervisor dalam melaksanakan evaluasi supervisi. Dari umpan balik itu pula dapat tercipta suasana komunikasi yang tidak menimbulkan ketegangan, serta mendorong guru dan kepala sekolah memperbaiki penampilan dan kinerjanya. 
2. Pengawas Sekolah

a. Pengertian pengawas sekolah

Supervisi yang lakukan oleh pengawas satuan pendidikan, tentu memiliki misi yang berbeda dengan supervisi oleh kepala sekolah. Dalam hal ini supervisi lebih ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada kepala sekolah dalam melakukan pengelolaan kelembagaan secara efektif dan efisien serta mengembangkan mutu kelembagaan pendidikan.
“Dalam konteks pengawasan mutu pendidikan, maka supervisi oleh pengawas satuan pendidikan antara lain kegiatannya berupa pengamatan secara intensif terhadap proses pembelajaran pada lembaga pendidikan, kemudian ditindak lanjuti dengan pemberian feed back”. (Razik, 1995: 559).
Permendiknas No 12 Tahun 2007 mengisyaratkan bahwa dalam profesi pengawas di Indonesia secara umum tidak dibedakan antara supervisor umum dengan supervisor spesialis, kecuali untuk mata pelajaran dan/atau jenis pendidikan tertentu. Sebagaimana dikemukakan oleh Pidarta (1995: 84-85) bahwa “supervisor dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu supervisor umum dan supervisor spesialis”. Supervisor umum tugasnya berkaitan dengan pemantauan pelaksanaan kurikulum serta upaya perbaikannya, dan memotivasi guru untuk bekerja dengan penuh gairah, dan menangani masalah-masalah pendidikan secara umum. Sedangkan supervisor spesialis lebih berkonsentrasi pada perbaikan proses belajar mengajar, terutama berkaitan dengan spesialisasi mereka. Mereka disebut pula dengan supervisor bidang studi, dan dipandang sebagai ahli dalam bidang tertentu sehingga mampu mengembangkan materi, pembelajaran, media dan bahan-bahan lain yang dibutuhkan.
Salah satu fokus penting lainnya dalam dalam supervisi manajerial oleh pengawas terhadap sekolah, adalah berkaitan pengelolaan atau manajemen sekolah. Sebagaimana diketahui dalam dasa warsa terakhir telah dikembangkan wacana manajemen berbasis sekolah (MBS), sebagai bentuk paradigma baru pengelolaan dari sentralisasi ke desentralisasi yang memberikan otonomi kepada pihak sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat (Danim, 2006: 4). Pengawas dituntut dapat menjelaskan sekaligus mengintroduksi model inovasi manajemen ini sesuai dengan konteks sosial budaya serta kondisi internal masing-masing sekolah.
b. Kualifikasi Pengawas Sekolah
Dalam peraturan menteri pendidikan nasional nomor 12 tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah/madrasah disebutkan bahwa: Kualifikasi Pengawas Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan(SMK/MAK) adalah sebagai berikut :

1) Memiliki pendidikan minimum magister (S2) kependidikan dengan berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi;

2) a) Guru SMP/MTs bersertifikat pendidik sebagai guru SMP/MTs dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMP/MTs atau kepala sekolah SMP/MTs dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas SMP/MTs sesuai dengan rumpun mata pelajarannya.

b) Guru SD/MI bersertifikat pendidik sebagai guru SD/MI dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun di SD/MI atau kepala sekolah SD/MI dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas SD/MI;
c) Guru SMK/MAK bersertifikat pendidik sebagai guru SMK/MAK dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMK/MAK atau kepala sekolah SMK/MAK dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas SMK/MAK sesuai dengan rumpun mata pelajarannya;

3) Memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c;

4) Berusia setinggi-tingginya 50 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan;

5) Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah; dan 

6) Lulus seleksi pengawas satuan pendidikan.

c. Kompetensi Pengawas Sekolah Terkait Supervisi Manajerial

Menurut Permendiknas nomor 12 tahun 2007 mengenai kompetensi pengawas Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Pengawas Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) dalam Rumpun Mata Pelajaran yang Relevan (MIPA dan TIK, IPS, Bahasa, Olahraga Kesehatan, atau Seni Budaya) sebagai berikut:

1) Menguasai metode, teknik dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah menengah yang sejenis.
2) Menyusun program kepengawasan berdasarkan visi-misi tujuan dan program pendidikan sekolah menengah yang sejenis.

3) Menyusun metode kerja dan instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan di sekolah menengah yang sejenis.
4) Menyusun laporan hasil-hasil pengawasan dan menindaklanjutinya untuk perbaikan program pengawasan berikutnya di sekolah menengah yang sejenis

5) Membina kepala sekolah dalam pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah menengah yang sejenis.

6) Membina kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan bimbingan konseling di sekolah menengah yang sejenis.

7) Mendorong guru dan kepala sekolah dalam merefleksikan hasil-hasil yang dicapainya untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokoknya di sekolah menengah yang sejenis

8) Memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan dan memanfaatkan hasil-hasilnya untuk membantu kepala sekolah dalam mempersiapkan akreditasi sekolah menengah yang sejenis
3. Komponen Standar Nasional Pendidikan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan, yaitu: 
Standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.
Untuk lebih jelas akan diuraikan sebagai berikut:
a. Standar isi

Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencpai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu, mencakup: kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan/akademik.
Dalam standar isi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yang secara keseluruhan mencakup:

1. Kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan,
2. Beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah,
3. Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang akan dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan panduan penyusunan kurikulum sebagai bagian tidak terpisahkan dari standar isi, dan
4. Kalender pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

b. Standar proses

Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dalam peraturan menteri pendidikan nasional nomor 41 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran.
Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematik, dan ter¬program dengan menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis atau lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, portofoiio, dan penilaian diri. Penilaian hasil pembelajaran menggunakan Standar Penilaian Pendidikan dan Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran.
c. Standar kompetensi lulusan

Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
d. Standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: 1) kompetensi pedagogik; 2) kompetensi kepribadian; 3) kompetensi profesional; dan 4) kompetensi sosial
e. Standar sarana dan prasarana

Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

f. Standar pengelolaan

Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang: 1) kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus;2) kalender pendidikan/akademik, yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan; 3) struktur organisasi satuan pendidikan; 4) pembagian tugas di antara pendidik; 5) pembagian tugas di antara tenaga kependidikan; 6) peraturan akademik; 7) tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; 8) kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat; 9) biaya operasional satuan pendidikan.
g. Standar pembiayaan

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. 

Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi: 1) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; 2) bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan 3) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
h. Standar penilaian

Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: 1) penilaian hasil belajar oleh pendidik; 2) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan 3) penilaian hasil belajar oleh Pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.
B. Kerangka Pikir

Sebagai supervisor manajerial, tugas supervisor yakni mensupervisi kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Sergiovani dan Starrat menyatakan bahwa supervisi merupakan suatu proses yang dirancang secara khusus untuk membantu para guru dan supervisor mempelajari tugas sehari-hari di sekolah, agar dapat menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk memberikan layanan yang baik pada orang tua peserta didik dan sekolah, serta berupaya menjadikan sekolah sebagai komunitas belajar yang efektif.

Pengawas sebagai supervisor manajerial harus mampu melakukan berbagai pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kinerja tenaga kependidikan. Pengawasan dan pengendalian ini merupakan kontrol agar kegiatan pendidikan di sekolah terarah pada tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan dan pengendalian ini merupakan tindakan preventif agar para tenaga kependidikan tidak melakukan penyimpangan dan lebih berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaannya.

Dalam hal ini peran pengawas sebagai supervisor yaitu membantu merencanakan proses pembelajaran, membantu melaksanakan proses pembelajaran, membantu mengevaluasi proses pembelajaran, memberi dorongan kepada guru dalam bekerja, dan mengikut-sertakan guru dalam kegiatan yang menunjang peningkatan kompetensi profesionalnya.
Dari kerangka pikir di atas, maka dapat digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut: 













































































Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian dengan cara memandang objek kajian sebagai suatu sistem, artinya objek kajian dilihat sebagai satuan terdiri dari unsur yang saling terkait dan medeskripsikan fenomena-fenomena yang ada (Arikunto, 2006). Oleh karena itu pendekatan yang dianggap cocok dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data kualitatif.

2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang mengggambarkan fenomena dalam bentuk uraian dan analisis yang mendalam suatu keadaan dan situasi nyata yaitu mengenai pelaksanaan supervisi manajerial pengawas sekolah di SMA Negeri 5 Makassar.
B. Kehadiran Peneliti
Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data di lapangan, sedangkan instrumen pengumpulan data yang lain selain peneliti adalah berbagai bentuk alat-alat bantu dan berupa dokumen-dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian, namun berfungsi sebagai instrumen pendukung. Dengan adanya kehadiran peneliti secara langsung di lapangan maka dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan untuk memahami kasus yang di teliti, sehingga keterlibatan peneliti secara langsung dan aktif dengan informasi atau sumber data lainnya disini mutlak diperlukan. 
C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di SMA Negeri 5 Makassar, dengan penelitian lapangan yakni dengan melakukan pengumpulan data penelitian secara langsung pada obyek dengan maksud diperoleh data lapangan yang dijamin kebenaran dan kesahihannya, dalam bentuk pengajuan wawancara. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk memperjelas obyek yang menjadi sasaran penelitian, sehingga permasalahan tidak terlalu luas. 
D. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif ada dua sumber informasi (data) yang hendak diidentifikasi. Hal itu meliputi sumber informasi primer dan sumber informasi sekunder. Adapun sumber informasi primer terkait penelitian ini adalah Pengawas sekolah, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah yang berjumlah 4 orang. Selain itu terdapat sumber informasi sekunder yang juga memiliki kaitan langsung dengan penelitian yakni: dokumentasi, file, dan lain-lain. Jumlah yang tidak banyak dan serta dapat dijangkau, memungkinkan peneliti dapat menjalankan penelitiannya dengan sangat mudah.
E. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dan informasi di lapangan, maka dapat ditempuh dua  teknik pengumpulan data, yaitu:
1. Wawancara 

Sugiyono (2011:79) menjelaskan bahwa ”wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan”. Selanjutnya Stainback (Moleong, 2010) mengemukakan bahwa: “interviewing provide the researcher a means to gain a deeper understanding of how the participant interpret a situation or phenomenon than can be gained through observation alon”. Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterprestasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

Pedoman wawancara menjadi pemandu dalam perolehan data. Namun wawancara tidaklah terfokus pada pedoman tersebut, tetapi akan dikembangkan sesuai kondisi lapangan pada saat wawancara berlangsung.
Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara verbal kepada responden yang merupakan subjek penelitian. Hal-hal yang akan diwawancarakan dengan ruang lingkup mengenai: pelaksanaan supervisi manajerial pengawas di SMA Negeri 5 Makassar. 
Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu: wawancara terstruktur (terikat) dan semi struktur (bebas), pengumpulan data dengan wawancara terstruktur didasarkan pada daftar pertanyaan lengkap dan dirinckani sedangkan wawancara semi struktur didasarkan pada pedoman wawancara yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Adapun yang diwawancarai oleh peneliti adalah pengawas sekolah, kepala sekolah, dan wakil kepala sekolah.

2. Dokumentasi

Studi dokumentasi berdasarkan pendapat Arikunto (2006 : 206) yang mengatakan bahwa “Studi dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kantor, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya”. Sedangkan menurut Sugiyono (2011: 329) bahwa “Studi dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang.”

Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian kualitatif semakin kredibel setelah didukung dokumen kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan supervisi manajerial pengawas di lapangan.

Dalam penelitian ini, studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mengumpulkan data melalui sumber-sumber tertulis seperti dokumen-dokumen resmi, pedoman observasi serta pedoman penilaian supervisi manajerial pengawas sekolah.
F. Analisis Data  

Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi diolah dengan menggunakan analisis data kualitatif. Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, perlu segera dilakukan proses mengolah data atau yang sering disebut dengan analisis data. Selanjutnya untuk menguji Validitas data dalam penelitian ini mengikuti salah satu konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2011: 91) bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, yaitu reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi”.

Berikut model analisis data Miles and Huberman:
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Gambar 3.1. Analisis Model lapangan Model Miles and Huberman

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan teks yang bersifat naratif. Kemudian langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dibuat akan bersifat kredibel apabila setelah diverifikasi ternyata data-data tersebut yang disimpulkan didukung oleh bukti-bukti yang valid.
Untuk uji kredibilitas data dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, tringulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus, dan member check.
G. Pengecekan Keabsahan Data
Uji keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dikenal dengan istilah “trianggulasi data” yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu lain. Menurut Moleong (2000) “kriteria keabsahan data ada empat macam yaitu : (1) kepercayaan (Creadibility), (2) keteralihan (transferability), (3) kebergantungan (dependibility), (4) kepastian (konfermability). Dalam penelitian kualitatif ini memakai tiga macam antara lain :

1. Kepercayaan (creadibility)
Kreadibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. Ada beberapa teknik untuk mencapai kreadibilitas tersebut ialah dengan teknik triangulasi, sumber, pengecekan anggota, perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, diskusi teman sejawat, dan pengecekan kecakupan referensi.
2. Kebergantungan ( depandibility)
Kriteria yang digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data sehingga data dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Kesalahan sering dilakukan oleh manusia itu sendiri terutama peneliti itu sendiri hal ini bisa di sebabkan karena keterbatasan pengalaman, waktu, pengetahuan.
3. Kepastian (konfermability)
Kriteria yang digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian yang didukung oleh materi yang ada pada pelacak audit.
H. Tahap-tahap Penelitian
Moleong (2000) mengemukakan bahwa pelaksanaan penelitian ada empat tahap yaitu : (1) tahap sebelum kelapangan, (2) tahap pekerjaan lapangan, (3) tahap analisis data, (4) tahap penulisan laporan. Dalam penelitian ini tahap yang ditempuh sebagai berikut :

1. Tahap dokumentasi/aobservasi awal, meliputi kegitan penentuan fokus, penyesuaian paradigma dengan teori, penjajakan alat peneliti, mencakup observasi awal lapangan dan permohonan ijin kepada subyek yang akan diteliti, konsultasi fokus penelitian, penyusulan usulan penelitian.
2. Tahap pekerjaan lapangan, meliputi mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan supervisi manajerial pengawas. Data tersebut diperoleh dengan wawancara, dan dokumentasi.
3. Tahap analisis data, meliputi analisis data baik yang diperoleh melalui wawancara yang mendalam dengan, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Kemudian dilakukan penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti, selanjutnya melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek sumber data yang didapat dan metode perolehan data sehingga data benar-benar valid sebagai dasar dan bahan untuk memberikan makna data yang merupakan proses penentuan dalam memahami konteks penelitian yang sedang diteliti.
4. Tahap penulisan laporan, meliputi: kegiatan penyusunan hasil penelitian dari semua rangkaian kegitan pengumpulan data sampai pemberian makna data. Setelah itu melakukan konsultasi hasil penelitian dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan perbaikan saran-saran demi kesempurnaan skripsi yang kemudian ditindaklanjuti dan langkah terkhir yaitu melakukan pengurusan kelengkapan persyaratan untuk uji.
BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dideskripsikan hasil penelitian dan pembahasan dari data menyangkut fokus penelitian sebagai tindak lanjut dari hasil pengumpulan data. Berdasarkan penelusuran data di lapangan yang kemudian dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian, maka dapat disajikan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut:
A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Untuk mengetahui dan memperoleh data tentang gambaran umum lokasi penelitian, pada bagian ini peneliti membahas hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan lokasi penelitian.

a. Sejarah singkat berdirinya SMA Negeri 5 Makassar

SMA Negeri 5 Makassar, merupakan salah satu sekolah unggulan, berpredikat model yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Sama dengan SMA pada umumnya di Indonesia masa pendidikan sekolah di SMAN 5 Makassar ditempuh dalam waktu tiga tahun pelajaran, mulai dari Kelas X sampai Kelas XII. Didirikan pada tahun 1979.

Pada tahun 2007, sekolah ini menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sebelumnya dengan KBK. SMA Negeri 5 Makassar menjadi salah satu sekolah model yang  meningkatkan dan memenuhi kriteria.

Sejak awal berdirinya hingga kini, SMA Negeri 5 Makassar telah mengalami beberapa kali pergantian pimpinan, yaitu sebagai berikut :

1) Drs. A. Nyampa ( tahun 1979 s/d tahun 1989)
2) Drs. Abdul Rasyid Baso (tahun 1989 s/d tahun 1996)
3) Drs. H. Alimuddin Jalil ( tahun 1996 s/d tahun 2002)
4) H. Munir, S.Ag, M.Ag ( tahun 2002 s/d tahun 2010)
5) Drs. Rahmat, M.Si (tahun 2010 s/d tahun 2015)
b. Letak Geografis SMA Negeri 5 Makassar

SMA Negeri 5 Makassar terletak di Jalan Taman Makam Pahlawan Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Lokasi SMA ini letaknya mudah dijangkau karena dekat dari jalan poros dan berada dipusat kota. Adapun letak SMA Negeri 5 Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:

1) Sebelah Barat
: Jalan Taman Makam Pahlawan 
2) Sebelah Utara
: Jalan Urip Sumoharjo
3) Sebelah Timur
: Jalan Spn Batua Asrama Polisi
4) Sebelah Selatan
: Jalan Abdesir 
c. Visi, Misi dan Tujuan SMA Negeri 5 Makassar
1) Visi SMA Negeri 5 Makassar
Visi  merupakan landasan awal dalam merumuskan program-program yang telah di rencanakan. Visi memberikan gambaran masa depan suatu organisasi, dia berperan sebagai pemberi arahan dan motivasi kepada semua warga sekolah.
2) Misi SMA Negeri 5 Makassar
Misi adalah penjabaran dari visi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Misi berperan untuk mengenalkan seekolah terhadap sumber daya yang dimiliki sekolah. Adapun visi SMA Negeri 5 Makassar  “Terwujudnya SMA yang UNGGUL dengan Lulusan yang Cerdas, Lingkungan yang Asri, Aman dan Nyaman, Warga Sekolah yang Taqwa, Inovatif, dan Kreatif dalam mempertahankan seni dan budaya lokal, serta mampu bersaing di era globalisasi melalui peningkatan penguasaan terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”. Sedangkan, misi SMA Negeri 5 Makassar yaitu:
a) Memberdayakan tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan. 
b) Menanamkan kedisiplinan melalui budaya bersih, budaya tertib, dan budaya kerja.

c) Menumbuhkan penghayatan terhadap budaya dan seni daerah sehingga menjadi salah satu sumber kearifan berperilaku dan bermasyarakat 

d) Menumbuhkan inovasi dalam kehidupan sehari hari yang dapat menunjang pengembangan profesionalisme 

e) Memberdayakan seluruh komponen sekolah dan mengoptimalkan sumber daya sekolah dalam mengembangkan potensi peserta didik secara optimal.
3) Tujuan SMA Negeri 5 Makassar :
a) menyediakan sarana prasarana pendidikan yang memadai
b) melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien, berdasarkan semangat keunggulan lokal dan global.
c) meningkatkan kinerja masing-masing komponen sekolah (Kepala sekolah, guru, karyawan, peserta didik, dan komite sekolah) untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan yang inovatif sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing
d) meningkatkan program ekstrakurikuler agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan bakat dan minat peserta didik sebagai salah satu sarana pengembanmgan diri peserta didik;
e) mewujudkan peningkatkan kualitas dan jumlah tamatan yang melanjutkan ke perguruan tinggi
f) menyusun dan melaksanakan tata tertib dan segala ketentuan yang mengatur operasional warga sekolah
g) meningkatkan kualitas semua Sumber Daya Manusia baik tenaga Pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik yang dapat berkompetisi baik lokal maupun global 
d. Keadaan Siswa SMA Negeri 5 Makassar 

Jumlah siswa SMA Negeri 5 Makassar dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Keadaan Siswa SMA Negeri 5 Makassar dari Tahun Ajaran 2014/2015

	Th. Pelajaran
	Kelas X
	Kelas XI
	Kelas XII
	Jumlah 

 (Kls. X + XI + XII)

	
	Jml Siswa
	Jml Rmbl
	Jml Siswa
	Jml Rmbl
	Jml Siswa
	
	Jumlah Rmbl
	Siswa
	Rombel

	
	L
	P
	
	L
	P
	
	L
	P
	
	
	

	2012/2013
	125
	175
	10
	100
	150
	12
	120
	230
	12
	900
	34

	2013/2014
	135
	190
	10
	125
	175
	12
	100
	150
	12
	875
	34

	2014/2015
	120
	200
	10
	135
	185
	12
	122
	175
	12
	935
	34


Sumber : Arsip data siswa SMA Negeri 5 Makassar TP. 2014/2015
e. Keadaan Guru/Pegawai SMA Negeri 5 Makassar

Guru merupakan orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Guru berkewajiban menyajikan dan menjelaskan pelajaran, membimbing, dan  mengarahkan siswa ke arah pencapaian tujuan pengajaran, dalam hal ini dibutuhkan kemampuan dan profesionalisme seorang guru dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu kualitas dan kapasitas guru merupakan faktor yang paling penting sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan. 

Tabel 4.2. Keadaan Guru dan staf TU di SMA Negeri 5 Makassar Tahun Pelajaran 2014/2015

	No.
	Tingkat Pendidikan
	Jumlah dan Status Guru
	Jumlah

	
	
	GT/PNS
	GTT/Guru Bantu
	

	
	
	L
	P
	L
	P
	

	1.
	S3/S2
	6
	5
	-
	-
	11

	2.
	S1
	6
	31
	-
	2
	39

	3.
	D-4
	1
	-
	-
	-
	1

	4.
	D3/Sarmud
	1
	1
	-
	-
	2

	Jumlah
	14
	37
	
	2
	52


Sumber: Arsip data Guru dan Pegawai SMA Negeri 5 Makassar TP. 2014/2015
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa guru dan pegawai yang bertugas di SMA Negeri 5 Makassar sebanyak 51 orang, semuanya masih aktif mengajar di SMA Negeri 5 Makassar dan masing-masing guru mempunyai peran dan tugas yang sama dalam hal mendidik dan membimbing siswa. Kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh guru-guru pada bidang studi tertentu juga menunjang proses pembelajaran di sekolah.

f. Keadaan sarana dan prasarana SMA Negeri 5 Makassar

Sarana prasarana sangat penting dalam menunjang lancarnya proses belajar mengajar. Alat peraga atau alat pembelajaran merupakan faktor penunjang yang penting. Hal ini untuk mempermudah pembelajaran siswa terhadap pelajaran yang dipelajari. Adapun sarana dan prasarana yang terdapat di SMA Negeri 5 Makassar adalah sebagai berikut:
Tabel 4.3. Keadaan Sarana Dan Prasarana SMA Negeri 5 Makassar

	No.
	Ruang
	Perabot

	
	
	Meja
	Kursi
	Almari + rak buku/alat
	Lainnya

	
	
	Jml
	Baik
	Rsk.

Ringan
	Rsk.

Berat
	Jml
	Baik
	Rsk.

Ringan
	Rsk.

Berat
	Jml
	Baik
	Rsk.

Ringan
	Rsk.

Berat
	Jml
	Baik
	Rsk.

Ringan
	Rsk.

Berat

	1. 
	Perpustakaan
	6
	6
	-
	-
	40
	25
	-
	15
	7
	2
	5
	-
	1
	1
	-
	-

	2. 
	Lab. IPA
	7
	7
	-
	-
	40
	39
	-
	1
	3
	3
	-
	-
	1
	1
	-
	-

	3. 
	Ketrampilan
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4. 
	Multimedia
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5. 
	Lab. Bahasa
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6. 
	Lab. komputer
	20
	20
	-
	-
	20
	20
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7. 
	Serbaguna
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8. 
	Kesenian
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9. 
	PTD
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10. 
	Lainnya: ........
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Sumber: Arsip data keadaan sarana dan prasarana SMA Negeri 5 Makassar TP 2014/2015
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa SMA Negeri 5 Makassar sebagai salah satu lembaga pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana yang baik dalam menunjang segala aktivitas di sekolah tersebut.

2. Pelaksanaan Supervisi Manajerial Pengawas Sekolah di SMA Negeri 5 Makassar
Penyajian dan analisis data ini dimaksudkan untuk memaparkan atau menyajikan data-data yang diperoleh dari penelitian, yaitu yang berhubungan dengan supervisi manajerial di SMA Negeri 5 Makassar. Kemudian data yang terkumpul dianalisis agar mendapat gambaran yang jelas sesuai dengan tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini.

Untuk mendapat data dilapangan, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Untuk menggunakan metode wawancara, peneliti mendapatkan data dari hasil wawancara dengan pengawas sekolah, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah.
Pengawasan atau supervisi merupakan aktifitas penting dalam praktek penyelenggaraan pendidikan. Kegiatan kepengawasan dimaksudkan sebagai kegiatan kontrol terhadap seluruh kegiatan pendidikan untuk mengarahkan, mengawasi, membina dan mengendalikan dalam pencapaian tujuan, lebih jauh kegiatan ini juga mempunyai tanggung jawab dalam peningkatan mutu pendidikan, baik proses maupun hasilnya, sehingga kegiatan kepengawasan dilakukan sejak dari tahap perencanaan sampai pada tahap evaluasi yang akan berfungsi sebagai feed back tindak lanjut dalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan ke arah yang lebih baik.
Supervisi manajerial adalah supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah yang mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian, pengembangan kompetensi sumberdaya manusia (SDM) kependidikan dan sumberdaya lainnya. Supervisi manajerial mengarah kepada pembinaan dan bimbingan agar tujuan pendidikan akan terlaksana dengan baik. Rifai (2000) menyatakan, proses supervisi adalah serangkaian kegiatan yang teratur dan beraturan serta berhubungan satu sama lain dan diarahkan kepada satu tujuan, yang secara garis besarnya kegiatan supervisi dapat dibagi atas tiga yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

a. Pelaksanaan Supervisi Manajerial Pengawas Sekolah di SMA Negeri 5 Makassar untuk indikator Perencanaan Supervisi Manajerial
1) Penetapan tujuan
Perencanaan program supervisi manajerial adalah penyusunan dokumen perencanaan pemantauan serangkaian kegiatan membantu kepala sekolah mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran di sekolah. Perencanaan supervisi manajerial ini meliputi penetapan tujuan dan penyusunan rancangan program supervisi yang akan dilakukan.
Sebelum membuat supervisi, pengawas sekolah di SMA Negeri 5 Makassar menjelaskan tentang proses supervisi secara umum. Berikut petikan wawancaranya:
Secara garis besar, supervisi manajerial digunakan untuk melihat keterlaksanaan delapan standar nasional pendidikan di setiap satuan pendidikan. Standar tersebut adalah standar isi, standar, proses, standar kompetensi, standar lulusan, standar sarana dan prasaran, standar PTK, standar pembiayaan, standar pengelolaan, dan standar penilaian (Hasil wawancara pada hari kamis tanggal 24 Desember 2015)
Berdasarkan pernyataan pengawas sekolah, diketahui bahwa dalam supervisi manajerial, pengawas sekolah menggunakan delapan standar nasional pendidikan yakni standar isi, standar proses, standar kompetensi, standar lulusan, standar sarana dan prasarana, standar PTK, standar pembiayaan, standar pengelolaan dan standar penilaian. Pernyataan tersebut dipertegas oleh Bapak RH selaku kepala sekolah SMA Negeri 5 Makassar. Berikut petikan wawancaranya:

Supaya sekolah mengetahui apa yang harus dibenahi. Selain itu, yang paling utama adalah untuk mengetahui apa saja yang belum lengkap dan mana yang telah lengkap (Hasil wawancara pada hari senin tanggal 30 November 2015)

Hal senada diungkapkan oleh Bapak MS yang menyatakan bahwa supervisi manajerial perlu dilaksanakan untuk menilai kinerja pimpinan sekolah dalam mengelola sekolah. Berikut petikan wawancaranya:

Sebagai pembina terhadap kepala sekolah/wakil kepala sekolah dan pendampingan (Hasil wawancara pada hari kamis tanggal 3 Desember 2015)

Kemudian bapak AA menambahkan mengenai perlunya supervisi manajerial yang dilakukan oleh pengawas sekolah. Berikut petikan wawancaranya:

Untuk membina Kepala Sekolah terhadap fungsi kepala sekolah dan pendampingannya (Hasil wawancara pada hari sabtu tanggal 5 Desember 2015)

Dari pendapat Kepala sekolah beserta wakilnya menunjukkan bahwa supervisi manajerial sangat penting karena menyangkut proses pengelolaan sekolah. Berjalan tidaknya sebuah program kegiatan sekolah tergantung pada konsep manajerial dan pengelolaan yang dilakukan oleh kepala sekolah beserta dengan wakil-wakilnya.
2) Penyusunan rancangan program supervisi
Kegiatan supervisi manajerial pada dasarnya dirancang dengan alasan agar kepala sekolah lebih memperhatikan kemampuannya dalam mengelola sekolah. Supervisi manajerial juga merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh pengawas sekolah agar jaminan mutu sekolah dapat tercapai. Adapun panduan yang digunakan oleh Pengawas Sekolah dalam melaksanakan supervisi manajerial adalah sebagai berikut
Pertama, mengacu pada tujuan dari pendidikan nasional yaitu memantau pelaksanaan kedelapan standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan. Kedua, melihat kekurangan-kekurangan yang terjadi di masa lalu (hasil supervisi sebelumnya) (Hasil wawancara pada hari kamis tanggal 24 Desember 2015).

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa supervisi manajerial rutin dilakukan oleh pengawas sekolah sehingga  konsistensi mutu pendidikan di sekolah dapat terjaga. Landasan pengawas sekolah melakukan supervisi manajerial berdasarkan pada tujuan pendidikan nasional, hasil supervisi yang dilakukan sebelumnya dan standar pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selanjutnya Bapak RH selaku kepala sekolah menjelaskan bahwa supervisi manajerial yang dilakukan untuk melihat kemampuan kepala sekolah dalam mengelola sekolah. Oleh karena itu, pihak sekolah senantiasa melaksanakan program kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Berikut petikan wawancaranya:

Jelas, kegiatan pembelajaran itu telah ditetapkan pada aturan yang berlaku. (Hasil wawancara pada hari senin tanggal 30 November 2015).

Berdasarkan pendapat Bapak RH diketahui bahwa kegiatan di sekolah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat dari Bapak AA yang menyatakan bahwa pengelolaan disesuiakan dengan kurikulum yang ditetapkan. Berikut petikan wawancaranya:  

Pengelolaan kelas di sesuaikan dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Hasil wawancara pada hari sabtu anggal 5 Desember 2015)

Pendapat dari bapak AA dipertegas oleh Bapak MS selaku wakil kepala sekolah bidang humas yang menjelaskan bahwa:

Dikelola dan disesuaikan dengan kondisi yang ada (Hasil wawancara pada hari kamis anggal 3 Desember 2015)

Berdasarkan pendapat Bapak RH, AA, dan MS diketahui bahwa pengelolaan sekolah didasarkan pada aturan yang berlaku sehingga penilaian yang dilakukan oleh pengawas sekolah mengikuti pada aturan yang dibuat oleh pemerintah pula. Selanjutnya untuk melakukan penyusunan supervisi manajerial, pengawas sekolah menggunakan instrumen yang telah ditetapkan. Berikut petikan wawancaranya:

Penyusunan supervisi dilakukan dengan mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan yaitu instrumen supervisi. Pada instrumen tersebut telah dicantumkan standarisasi penilaian beserta indikator yang akan dicapai (Hasil wawancara pada hari kamis tanggal 24 Desember 2015)
Selanjutnya hasil dokumentasi yang peneliti lakukan pada hari jumat tanggal 25 Desember 2015, peneliti mendapatkan bahwa dalam penyusunan supervisi manajerial Pengawas Sekolah mengacu pada pedoman yang telah disusun oleh dinas pendidikan. Pedoman tersebut dijadikan sebagai patokan dalam melakukan supervisi manajerial sehingga kelemahan dari pengelolaan sekolah oleh kepala sekolah dapat terlihat.

Dari hasil wawancara dan dokumentasi tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam menyusun program supervisi manajerial, Pengawas sekolah mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan oleh dinas pendidikan yang memuat tentang format penilaian dan tata laksana supervisi manajerial. Selain itu, hasil supervisi manajerial yang telah dilakukan sebelumnya dijadikan sebagai analisis karena dalam supervisi sebelumnya telah ditemukan kekurangan-kekurangan dalam proses pengelolaan yang dilakuan oleh kepala sekolah sehingga pengawas sekolah tinggal melihat kekurangan tersebut apakah telah diperbaiki sepenuhnya atau masih ada yang perlu diperbaiki kembali. Selanjutnya, standar penilaian pengelolaan sekolah dalam hal ini standar yang telah ditetapkan sehingga pengelolaan sekolah yang dilakukan oleh kepala sekolah sesuai dengan harapan dari tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh pendidikan nasional.

b. Pelaksanaan Supervisi Manajerial Pengawas Sekolah di SMA Negeri 5 Makassar untuk indikator Pelaksanaan Supervisi Manajerial 
1) Pengumpulan data
Supervisor bertugas memberikan bimbingan bantuan dan pengawasan dan penilaian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan, pengelolaan yang berupa perbaikan program sekolah dan kegiatan pendidikan pengajaran untuk dapat menciptakan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Tahap pelaksanaan ini merupakan implementasi dari rencana supervisi yang telah disusun sebelumnya.

Pada tahapan pelaksanaan, pengawas sekolah melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan pengelolaan sekolah. Berikut petikan wawancara dengan pengawas sekolah SMA Negeri 5 Makassar yakni Ibu NY:

Data dari setiap standar yang ditetapkan dan data yang telah terpantau sepenuhnya pada saat supervisi dilaksanakan. Pada dasarnya pelaksanaan supervisi manajerial telah ditetapkan indikator-indikatornya sehingga memudahkan supervisor dalam mengumpulkan data di lapangan (Hasil wawancara pada hari rabu tanggal 23 Desember 2015)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pengawas sekolah SMA Negeri 5 Makassar melakukan pengumpulan data  dari setiap standar yang ditetapkan dan data yang telah dipantau sebelumnya karena pada dasarnya pelaksanaan supervisi manajerial telah menetapkan indikator-indikator yang harus dicapai oleh kepala sekolah. Pengumpulan data tersebut dilakukan oleh pengawas sekolah SMA 5 Makassar tidak hanya berdasarkan pada indikator yang ditetapkan saja namun banyak cara yang dilakukan oleh Pengawas Sekolah. Berikut petikan wawancara Ibu NY mengenai cara yang digunakan dalam pengumpulan data:

Banyak cara yang kami lakukan diantaranya melakukan studi dokumentasi dengan melihan dokumen-dokumen atau arsip pengelolaan sekolah dan wawancara langsung terutama dengan kepala sekolah dan pembantu-pembantunya (Hasil wawancara pada hari rabu tanggal 23 Desember 2015)

Selanjutnya, wawancara yang dilakukan dengan kepala sekolah yakni Bapak RH menjelaskan bahwa:

Melihat dokumen-dokumen yang ada. Selain itu, pengawas sekolah biasanya melakukan wawancara dengan pimpinan sekolah (Hasil wawancara pada hari senin tanggal 30 November 2015) 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak AA yang meyatakan bahwa yang disupervisi adalah pimpinan sekolah. Berikut petikan wawancaranya: 

Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala TU dan bendahara diperiksa satu persatu. (Hasil wawancara pada hari sabtu tanggal 5 Desember 2015)

Berdasarkan pendapat bapak RH dan AA diketahui bahwa pengawas sekolah melakukan studi dokumentasi dan wawancara. Artinya, pengawas sekolah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh perihal pengelolaan sekolah. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak MS selaku wakil kepala sekolah bidang humas yang menjelaskan bahwa

Pengawas memeriksa, membina, dan membimbing kepala sekolah agar bertanggungjawab terhadap kinerjanya. (Hasil wawancara pada hari kamis tanggal 3  Desember 2015)

Selanjutnya Bapak AA, selaku wakil kepala sekolah bidang kurikulum memberikan tambahan bahwa dalam melakukan supervisi, pengawas sekolah melakukan kunjungan secara berkelompok agar pengumpulan data yang dilakukan oleh pengawas sekolah menjadi lebih mudah. Berikut petikan wawancaranya:

Pengawas melakukan supervisi berupa kunjungan kelompok. Biasanya mereka melakukan kunjungan dengan 4 (empat) orang (Hasil wawancara pada hari sabtu tanggal 5 Desember 2015)

Dari hasil wawancara dengan pengawas sekolah, kepala sekolah, wakasek humas, dan wakasek kurikulum diketahui bahwa selain instrumen yang telah ditetapkan, Pengawas sekolah juga melakukan studi dokumentasi dengan melihat dokumen-dokumen ataupun arsip pengelolaan sekolah. Selain itu, proses wawancara juga dilakukan dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah sehingga didapatkan data yang akurat.
2) Penilaian 
Setelah proses pengumpulan data dilakukan, Pengawas sekolah melakukan penilaian terhadap kinerja kepala sekolah. Adapun proses penilaiannya dilakukan dengan melihat pada standar penilaian. Berikut hasil wawancara dengan Ibu NY mengenai penilaian yang dilakukan oleh pengawas sekolah terhadap kepala sekolah:

Kami melakukan penilaian berdasarkan pada indikator-indikator yang akan dicapai dalam tiap kompetensi, apakah indikator tersebut telah sempurna atau belum dokumennya (Hasil wawancara pada hari rabu tanggal 23 Desember 2015)

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa kriteria penilaian yang dilakukan oleh pengawas sekolah dengan melibatkan indikator-indikator penilaian yang telah tersususn sebelumnya. Supervisi yang dilakukan oleh pengawas sekolah dimasukan dalam program yang satu kesatuan dengan penilaian kerja kepala sekolah sehingga program yang dilakukan menyatu dengan program lain. Selanjutnya pada proses penilaiannya, pengawas sekolah SMA Negeri 5 Makassar melakukan dengan memberikan penilaian berdasarkan aspek indikator. Berikut petikan wawancaranya:

Dalam melakukan penilaian terhadap kinerja kepala sekolah, kami memberikan acuan dengan penilaian angka yang telah ditetapkan oleh dinas pendidikan. Dengan adanya penilaian, kita dapat melihat kesempurnaan dari dokumen tersebut. Semakin sempurna nilai dari dokumen yang diperiksa, maka semakin baik nilai yang akan diperoleh sekolah (Hasil wawancara pada hari kamis tanggal 24 Desember 2015)

Hasil wawancara dengan pengawas sekolah menunjukkan bahwa pengawas sekolah melakukan penilaian kinerja kepala sekolah dengan memberikan acuan dengan penilaian angka yang telah ditetapkan oleh dinas pendidikan. Dengan adanya penilaian, pengawas dapat melihat kesempurnaan dari dokumen tersebut. Semakin sempurna nilai dari dokumen yang diperiksa, maka semakin baik nilai yang akan diperoleh sekolah.
3) Deteksi dan memperbaiki kelemahan
Setelah proses penilaian dilakukan, maka pengawas sekolah dapat melakukan deteksi kelemahan kinerja kepala sekolah. Deteksi kelemahan ini berdasarkan pada proses penilaian yang dilakukan pada saat pengawas sekolah melakukan pengamatan langsung di sekolah ataupun berdasarkan dokumen yang diamati. Pengawas sekolah SMA Negeri 5 Makassar menyatakan bahwa deteksi kelemahan dilakukan dengan mengacu pada perbandingan penilaian yang dilakukan. Berikut petikan wawancaranya:

Indikator yang menjadi acuannya. Kita membandingkan apa yang mesti dicapai dengan standar pelaksanaan dengan kenyataan yang dilaksanakan oleh kepala sekolah (Hasil wawancara pada hari kamis tanggal 24 Desember 2015)

Dari petikan wawancara tersebut diketahui bahwa pengawas sekolah memiliki pedoman atau format yang digunakan dalam melakukan deteksi terhadap kelemahan yang kepala sekolah lakuan pada saat pelaksanaan pengelolaan sekolah. Pedoman itulah yang digunakan oleh pengawas sekolah dalam membandingkan kinerja kepala sekolah sewaktu melakukan pengamatan langsung dengan poin-poin penilaian. Poin yang nilainya rendah berarti kinerja kepala sekolah mengalami masalah. Pengawas sekolah menyatakan bahwa dalam proses deteksi kelemahan, pengawas sekolah menggunakan banyak alat bantu seperti foto dokumentasi atau bertanya langsung ke wakil kepala sekolah tentang performa kepala sekolah dalam mengelola sekolah. Berikut petikan wawancaranya:

Menggunakan alat bantu berupa foto dokumentasi. Kemudian bertanya langsung ke kepala sekolah dan wakil kepala sekolah dengan prosedur yang telah ditetapkan (Hasil wawancara pada hari kamis tanggal 24 Desember 2015)

Selanjutnya, setelah kelemahan ditemukan Pengawas Sekolah melakukan tindakan agar kelemahan yang ditemukan tidak berlarut-larut sehingga dapat berpengaruh terhadap pengembangan sekolah. Berikut petikan wawancaranya:

Jika ditemukan kelemahan, dicatat dalam catatan khusus yang selanjutnya disikapi dengan dibuatkan pertemuan tertutup antara supervisor (pengawas  sekolah) dan kepala sekolah. Selanjutnya kita lakukan bimbingan dan pengarahan agar dilakukan penyempurnaan dari kekurangan yang ada. Kemudian indikator-indikator mana yang kurang, itu yang kita beri arahan sehingga indikatornya dapat tercapai (Hasil wawancara pada hari kamis tanggal 24 Desember 2015)

Dari pernyataan pengawas sekolah dapat dilihat bahwa pengawas sekolah SMA Negeri 5 Makassar memiliki catatan individual mengenai kinerja kepala sekolah SMA Negeri 5 Makassar. Catatan tersebut dijadikan acuan dalam melakukan pengarahan dan bimbingan untuk selanjutnya diberikan prosedur perbaikan yang tepat. Berikut petikan wawancara dengan pengawas sekolah SMA Negeri 5 Makassar: 

Berusaha untuk membimbing, membina dan mengarahkan Kepala Sekolah terhadap apa yang menjadi kelemahan tersebut. Umumnya dengan memberikan saran atau memanggil kepala sekolah dan pembantunya untuk langsung diberikan arahan. (Hasil wawancara pada hari kamis tanggal 24 Desember 2015)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengawas sekolah diketahui bahwa hasil deteksi kelemahan yang dilakukan oleh pengawas sekolah, maka pengawas sekolah akan berusaha untuk membimbing, membina dan mengarahkan Kepala Sekolah terhadap apa yang menjadi kelemahan tersebut. Umumnya dengan memberikan saran atau memanggil kepala sekolah dan pembantunya dalam hal ini wakil kepala sekolah untuk langsung diberikan arahan.
4) Bimbingan dan pengembangan
Setelah kelemahan dideteksi dan diperbaiki, selanjutnya supervisor melakukan bimbingan kepada kepala sekolah. Tujuannya adalah untuk memberikan dorongan atau motivasi kepada kepala sekolah agar dapat tumbuh dan berkembang dalam kerjanya. Berikut petikan wawancara yang dilakukan dengan pengawas sekolah mengenai pentingnya bimbingan terhadap proses kinerja kepala sekolah:
Sangat diperlukan karena sebuah ilmu berkembang secara terus menerus yang otomatis metode pendekatan selalu berkembang. Tuntutan dan kondisi tersebut berfungsi sebagai penyegaran bagi kepala sekolah.. (Hasil wawancara pada hari .kamis tanggal 24 Desember 2015)

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pengawas sekolah melakukan proses bimbingan agar kinerja dan performansi kepala sekolah dalam pengelolaan sekolah dapat ditingkatkan. Bimbingan juga dapat membuat kepala sekolah menjadi lebih baik karena bimbingan tersebut membuat kepala sekolah menjadi lebih produktif dalam mengelola sekolah. Pengawas Sekolah menjelaskan bahwa dalam melakukan bimbingan, ia memberikan bimbingan secara langsung dan melalui proses breefing. Berikut petikan wawancara yang dilakukan oleh peneliti ddengan pengawas sekolah sekolah:

Dengan memberikan bimbingan langsung (bersifat pribadi) dan memberikan motivasi kepada kepala sekolah dan orang-orang yang membantunya mengenai tugas dan tanggungjawab kepala sekolah melalui proses breefing. (Hasil wawancara pada hari kamis tanggal 24 Desember 2015).
Pernyataan pengawas sekolah mengenai pengembangan diri kepala sekolah menunjukkan bahwa pengawas sekolah mengupayakan agar kepala sekolah memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam pengelolaan sekolah dengan berdasar pada delapan indikator standar pendidikan nasional. 

Selanjutnya, hasil wawancara dengan kepala sekolah yaitu bapak RH, peneliti mendapatkan informasi bahwa metode yang dilakukan oleh pengawas sekolah dalam melakukan pembimbingan adalah:

Metode yang digunakan biasanya musyawarah, pendekatan secara personal, sharing. Paling efektif itu metode gabungan (Hasil wawancara pada hari senin tanggal 30 November 2015)

Pendapat senada diungkapkan oleh Bapak MS yang menyatakan bahwa metode yang digunakan tergantung pada kondisinya. Berikut petikan wawancaranya

Metode yang digunakan bervariasi tergantung pada kondisi yang ada (Hasil wawancara pada hari kamis tanggal 3 Desember  2015)

Pernyataan tersebut dipertegas oleh Bapak AA yang menjelasakn bahwa metode yang dilakukan kepala sekolah bervariasi. Berikut petikan wawancaranya:

Metode campuran. Tergantung pada situasi dan kondisi yang ada pada saat itu (Hasil wawancara pada hari sabtu tanggal 5 Desember 2015)

Selanjutnya pengawas sekolah mengadakan tindak lanjut terkait permasalahan yang didapatkan dilapangan. Berikut pernyataan dari kepala sekolah terkait dengan tindak lanjut hasil yang didapatkan oleh pengawas sekolah:

Harus diadakan. Misalnya memanggil guru yang kurang efektif cara pengajarannya kemudian diberikan pengarahan lalu dipantau kembali (Hasil wawancara pada hari kamis tanggal 24 Desember 2015)

Pendapat senada diungkapkan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas yang menyatakan bahwa:

Pengawas biasanya dalam tindak lanjut hasil supervisi, melakukan pembinaan kepada kepala sekolah (Hasil wawancara pada hari kamis tanggal 3 Desember 2015)
Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum yakni Bapak AA memberikan jawaban yang hampir sama. Berikut petikan wawancaranya:

Kadang-kadang, tergantung dari hasil supervisi yang mereka lakukan. Jika hasil supervisi memungkinkan untuk memperbaiki kelemahan yang kadarnya berat, maka pengawas terjun langsung ke  lapangan memberikan contoh (Hasil wawancara pada hari sabtu tanggal 5 Desember 2015)
Berdasarkan penuturan Kepala sekolah serta wakilnya, diketahui bahwa ada tindak lanut yang dilaksanakan oleh pengawas ketika menemukan kelemahan pada saat supervisi. Selanjutnya bentuk tindakan yang dilakukan oleh pengawas sekolah menurut kepala sekolah yaitu bapak RH sebagai berikut:

Sering diadakan pelatihan agar guru mengetahui kegiatan dan bentuk kerja yang harus dilakukan (Hasil wawancara pada hari senin tanggal 30 Noveber 2015)
Dari hasil wawancara dengan pengawas sekolah, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, dapat disimpulkan bahwa pada proses pelaksanaan supervisi manajerial pengawas sekolah SMA Negeri 5 Makassar dilakukan dengan mengumpulkan data mengenai kinerja kepala sekolah setelah itu pengawas sekolah melakukan penilaian agar kelemahan kepala sekolah dapat dideteksi. Selanjutnya, setelah kelemahan kepala sekolah dideteksi, kelemahan tersebut diperbaiki melalui bimbingan dan pengembangan kinerja kepala sekolah dalam proses pengelolaan sekolah.
c. Pelaksanaan Supervisi Manajerial Pengawas Sekolah di SMA Negeri 5 Makassar untuk indikator Evaluasi Supervisi Manajerial
1) Evaluasi hasil, proses, pelaksanaan

Proses supervisi yang terakhir dilakukan oleh supervisor adalah melakukan evaluasi program supervisi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tujuan telah dicapai, hal-hal yang sudah dilakukan dan hal-hal yang belum dilaksanakan. Evaluasi supervisi mencakup semua aspek yang meliputi hasil, proses dan pelaksanaannya. Keberhasilan program supervisi ini terlihat dengan teratasinya kesulitan-kesulitan guru dalam melaksanakan tugas mengajarnya.

Wawancara yang peneliti lakukan dengan Pengawas Sekolah SMA Negeri 5 Makassar yaitu Ibu NY menunjukkan evaluasi yang dilakukan oleh pengawas sekolah bertujuan untuk melihat capaian-capaian kinerja kepala sekolah dalam menjalankan progra yang dibuatnya. Berikut petikan wawancaranya:

Ingin melihat pencapaian yang telah dilakukan. Jadi kita lihat berapa persentase keberhasilan kepala sekolah dalam melaksanakan program yang dibuat.  Selain itu untuk dijadikan sebagai dasar dalam menyusun program pada tahun berikutnya (Hasil wawancara pada hari kamis tanggal 24 Desember 2015)

Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa evaluasi yang dilakukan oleh Pengawas Sekolah untuk melihat capaian kepala sekolah dalam pelaksanaan progrram yang dibuat oleh kepala sekolah. Capaian tersebut dinilai berdasarkan pada persentase keberhasilan kepala sekolah dalam mengelola sekolah. Selanjutnya, aspek-aspek yang dinilai oleh Pengawas Sekolah yaitu aspek kompetensi yang ada pada standar nasional. Berikut petikan wawancaranya:

Aspek yang dievaluasi itu berkaitan dengan aspek yang telah tercantum dalam standar penilaian yakni standar isi, standar, proses, standar kompetensi, standar lulusan, standar sarana dan prasaran, standar PTK, standar pembiayaan, standar pengelolaan, dan standar penilaian (Hasil wawancara pada hari kamis tanggal 24 Desember 2015)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengawas sekolah di SMA Negeri 5 Makassar diketahui bahwa dalam melakukan proses evaluasi supervisi manajerial, pengawas sekolah menilai kemampuan kepala sekolah dari aspek-aspek yang telah tercantum dalam standar yakni standar isi, standar, proses, standar kompetensi, standar lulusan, standar sarana dan prasaran, standar PTK, standar pembiayaan, standar pengelolaan, dan standar penilaian. Penilaian pada aspek tersebut menunjukkan bahwa kompetensi dan kemampuan kepala sekolah dalam mengelola sekolah dijadikan sebagai objek pelaksanaan dan evaluasi supervisi oleh pengawas. Selanjutnya, Pengawas Sekolah melakukan pengukuran keberhasilan program yang disusun melalui banyak cara. Berikut petikan wawancaranya: 

Pada proses evaluasi, kita melakukan penilaian dengan menggunakan skala penilaian yakni nilai 4 jika indikatornya sempurna. Jadi dikatakan baik jika nilai yang diperoleh mencapai 80 poin. Dalam penilaian, telah ada patokan nilai dan standar keberhasilan tiap-tiap indikator (Hasil wawancara pada hari kamis tanggal 24 Desember 2015)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam proses evaluasi, pengawas sekolah menilai berdasarkan ketercapaian target dan hasil evaluasi kepala sekolah. Penilaian dilakukan dengan menggunakan skala penilaian yakni nilai 4 jika indikatornya sempurna. Jadi dikatakan baik jika nilai yang diperoleh mencapai 80 poin.
2) Umpan balik (feedback)
Proses evaluasi juga tidak terlepas dari banyaknya informasi yang pengawas sekolah terima berkaitan dengan pengelolaan sekolah. Oleh karena itu, proses umpan balik (feedback) harus dimaksimalkan oleh pengawas sekolah guna mengetahui detail permasalahan kepala sekolah. Berikut petikan wawancara dengan pengawas sekolah, Ibu NY mengenai proses umpan balik yang dilakukan:

Pendekatan persuasif dan pendekatan keluarga. Selain itu, pemberian motivasi dan semangat kepada teman-teman sejawat supaya senantiasa meningkatkan kualitas dan profesionalismenya (Hasil wawancara pada hari rabu tanggal 23 Desember 2015)

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa umpan balik (feedback) yang dilakukan oleh pengawas sekolah dengan kepala sekolah dilakukan secara kekeluargaan sehingga kepala sekolah menjadi nyaman dalam mengemukakan permasalahan yang dihadapi. Selain itu, kondisi dan situasi yang akrab akan lebih memudahlan pengawas sekolah dalam memberikan motivasi dan semangat kepada kepala sekolah agar kualitas kemampuan dan kapabilitasnya sebagai seorang kepala sekolah dapat terjamin. Pernyataan senda diungkapkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Makassar yang menyatakan bahwa:

Bentuk lisan misalnya wawancara, diskusi, musyawarah. Hal tersebut dimaksudkan agar mereka mendapatkan informasi yang akurat mengenai pengelolaan sekolah (Hasil wawancara pada hari Senin  tanggal 30 November 2015)
Berdasarkan pendapat Bapak RH diketahui bahwa pengawas sekolah menggunakan lisan dalam penyamapaian umpan balik. Pernyataan tersebut didukung oleh Bapak MS selaku wakil kepala sekolah bidang Humas. Berikut petikan wawancaranaya:

Pengawas menyampaikan kepada kepala sekolah mengenai kelemahan yang dimilikinya (Hasil wawancara pada hari Kamis Tanggal 3 Desember 2015)

Pendapat senada juga diberikan oleh Bapak AA selaku wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Berikut petikan wawancaranya:

Pengawas menginformasikan kepada kepala sekolah mengenai kelemahan apa yang dimiliki oleh kepala sekolah berkaitan dengan pengelolaan sekolah yang dilakukan oleh kepala sekolah (Hasil wawancara pada hari sabtu tanggal 5 Desember 2015)
Selanjutnya hasil yang diharapkan oleh kepala sekolah terkait pelaksanaan supervisi manajerial yaitu adanya perubahan pada pengelolaan kepala sekolah. Perubahan tersebut karena adanya peranan dari pengawas sekolah.  Perubahan tersebut dalam bentuk rekomendasi yang diberikan oleh pengawas sekolah kepada kepala sekolah beserta jajarannya. Berikut petikan wawancaranya:

Belum ada rekomendasi. Meskipun ada rekomendasi, kemungkinan dilakukan secara lisan (Hasil wawancara pada hari senin tanggal 30 November 2015)

Berdasarkan pendapat kepala sekolah SMA Negeri 5 Makassar, diketahui bahwa selama supervisi manajerial dilakukan belum ada rekomendasi yang diberikan pengawas sekolah terkait dengan pegelolaan sekolah di SMA Negeri 5 Makassar. Penyataan tersebut sesuai dengan pendapat dari Bapak AA. Berikut pernyataannya:

Tidak ada karena yang disupervisi para penanggungjawab saja seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala TU, bendahara dan tim TPK saja (Hasil wawancara pada hari sabtu tanggal 5 Desember 2015)

Kemudian Bapak MS menambahkan bahwa tidak pernah ada rekomendasi yang diberikan oleh pengawas sekolah. Berikut petikan wawancaranya:
Tidak pernah ada rekomendasi dari pengawas sekolah (Hasil wawancara pada hari kamis tanggal 3 Desember 2015)

Selain wawancara, peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi dengan melakukan pengecekan file proses evaluasi. Dari hasil pengecekan di ruang pengawas sekolah, peneliti menemukan arsip berupa hasil evaluasi kinerja kepala sekolah dalam mengelola sekolah. Berdasarkan arsip tersebut, banyak aspek penilaian yang dijadikan sebagai objek penilaian oleh supervisor seperti standar isi, standar proses, standar kompetensi, standar lulusan, standar sarana dan prasaran, standar PTK, standar pembiayaan, standar pengelolaan, dan standar penilaian.

Dari hasil wawancara dan dokumentasi lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi supervisi manajerial di SMA Negeri 5 Makassar yang dilakukan oleh pengawas sekolah di SMA Negeri 5 Makassar bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tujuan dari program yang dicanangkan telah dicapai serta hal-hal yang sudah dilakukan dan hal-hal yang belum dilaksanakan. Adapun yang di evaluasi mencakup semua aspek yang meliputi hasil, proses dan pelaksanaannya. Selain itu, Pengawas sekolah di SMA Negeri 5 Makassar juga mengadakan umpan balik (feedback) dengan guru-guru berkaitan dengan proses pelaksanaan sehingga keterbukaan guru dalam mengungkapkan semua permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan sekolah dapat diatasi dengan cepat dan tepat. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh pengawas sekolah SMA Negeri 5 Makassar kemudian dijadikan acuan dalam penyusunan supervisi manajerial di masa yang akan datang.
Berdasarkan hasil observasi penelitian yang dilakukan di SMA Negeri 5 Makassar dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan supervisi manajerial pengawas sekolah dilakukan oleh pengawas, kepala sekolah, dan wakil kepala sekolah dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari persentase secara umum yaitu 93,18% dimana persentase tersebut berada pada kategori baik, ini menunjukkan bahwa pengawas sekolah melaksanakan supervisi manajerial yang dimulai dari perencanaan supervisi manajerial, pelaksanaan supervisi manajerial dan evaluasi supervisi manajerial.

Sedangkan untuk observasi pada standar nasional pendidikan yang dikelola  di SMA Negeri 5 Makassar  dapat disimpulkan bahwa 8 standar nasional dikelola sekolah dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan persentase secara umum yaitu 87,5% dimana berada pada kategori baik. Persentase tersebut menunjukkan bahwa warga sekolah telah melaksanakan 8 standar nasional pendidikan mulai dari standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik, standar sapras, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.   
B. Pembahasan

Supervisi manajerial mengacu pada efisiensi internal dari sistem pendidikan dan biasanya menyangkut aspek kuantitatif, memberi jawaban pada pertanyaan mengapa institusi pendidikan berjalan dalam cara tertentu dan menggunakan secara luas sumberdaya yang tersedia. Tipe supervisi ini diusung oleh tingkat manajemen yang lebih tinggi ke tingkat manajemen yang lebih rendah, oleh karena itu, derajat dan tekanannya dapat berbeda. Fungsi supervisi administratif/manajerial adalah memicu unsur yang mendukung dan terkait dengan layanan pembelajaran.

Supervisi manajerial adalah usaha meningkatkan mutu sekolah pada aspek-aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang berfungsi sebagai pendukung (suppporting) terlaksananya pembelajaran. Supervisi manajerial menitik beratkan pada pengamatan aspek-aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang berfungsi sebagai pendukung terlaksananya pembelajaran, bermuara pada akhirnya tentang penjaminan mutu satuan pendidikan, salah satu tujuan diantaranya uji kelayakan.

Dalam Panduan Pelaksanaan Tugas Pengawas Sekolah/Madrasah (Direktorat Tenaga Kependidikan, 2009) dinyatakan bahwa supervisi manajerial adalah supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah yang mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian, pengembangan kompetensi sumberdaya manusia (SDM) kependidikan dan sumberdaya lainnya. Dalam melaksanakan fungsi supervisi manajerial, pengawas sekolah/madrasah berperan sebagai: (1) kolaborator dan negosiator dalam proses perencanaan, koordinasi, pengembangan manajemen sekolah, (2) asesor dalam mengidentifikasi kelemahan dan menganalisis potensi sekolah, (3) pusat informasi pengembangan mutu sekolah, dan evaluator terhadap pemaknaan hasil pengawasan. Supervisi manajerial adalah fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sekolah yang mencakup:               (1) perencanaan, (2) koordinasi,   (3) pelaksanaan, (4) penilaian, dan (5)  pengembangan.

Besarnya peranan pengawas sekolah dalam supervisi manajerial seyogyanya menjadi dasar kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan kinerja kepala sekolah dalam pengelolaan sekolah. Sasaran utama supervisi manajerial adalah kemampuan kepala sekolah dalam merencanakan kegiatan dan program sekolah, melaksanakan kegiatan program, menilai hasil program, memanfaatkan hasil penilaian untuk peningkatan layanan di sekolah. Oleh karena itu dibutuhkan supervisi manajerial yang baik dari pengawas sekolah sebagai penanggung jawab di lingkup pendidikan agar proses belajar mengajar di sekolah berjalan dengan baik.

Menoleh pada supervisi manajerial yang terdiri dari beberapa aspek yang saling berkaitan dan memiliki cakupan yang luas, maka peneliti berupaya untuk lebih selektif dalam melihat pelaksanaan supervisi manajerial di SMA Negeri 5 Makassar. Pada proses supervisi manajerial, terbagi menjadi tiga bagian yaitu proses perencanaan supervisi, proses pelaksanaan supervisi dan proses evaluasi supervisi. Oleh karena itu maka berikut ini disajikan dalam bentuk uraian hasil temuan peneliti di SMA Negeri 5 Makassar.

1. Perencanaan Supervisi Manajerial
Secara garis besar hasil penelitian yang telah peneliti dapatkan di SMA Negeri 5 Makassar mengenai perencanaan supervisi manajerial yang dilakukan oleh pengawas sekolah terdiri atas dua yaitu penetapan tujuan dan penyusunan rancangan program supervisi yang akan dilakukan. Hal tersebut senada dengan pernyataan dari Rifai (2000) yang menyatakan bahwa perencanaan program supervisi manajerial adalah penyusunan dokumen perencanaan pemantauan serangkaian kegiatan membantu kepala sekolah dan wakil kepala sekolah dalam mengembangkan kemampuannya dalam mengelola sekolah untuk mencapai tujuan sekolah. Perencanaan supervisi manajerial ini meliputi penetapan tujuan dan penyusunan rancangan program supervisi yang akan dilakukan.

Pada penetapan tujuan, Pengawas Sekolah di SMA Negeri 5 Makassar melakukan supervisi manajerial karena supervisi manajerial sangat penting karena menyangkut proses pengelolaan sekolah. Berjalan tidaknya sebuah program kegiatan sekolah tergantung pada konsep manajerial dan pengelolaan yang dilakukan oleh kepala sekolah beserta dengan wakil-wakilnya. Kegiatan supervisi manajerial pada dasarnya dirancang dengan alasan agar kepala sekolah lebih memperhatikan kemampuannya dalam mengelola sekolah. Supervisi manajerial juga merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh pengawas sekolah agar jaminan mutu sekolah dapat tercapai. Supervisi manajerial rutin dilakukan oleh pengawas sekolah sehingga  konsistensi mutu pendidikan di sekolah dapat terjaga. Landasan pengawas sekolah melakukan supervisi manajerial berdasarkan pada tujuan pendidikan nasional, hasil supervisi yang dilakukan sebelumnya dan standar pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya

Terkait dengan penyusunan rancangan program supervisi yang akan dilakukan, Pengawas Sekolah SMA Negeri 5 Makassar mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan yaitu standar supervisi yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan kemudian ditetapkan dengan melihat kondisi-kondisi dan kemampuan sekolah. Dalam standar tersebut, telah ditetapkan format supervisi manajerial yang akan dijadikan sebagai standar penilaian dan pengukuran keberhasilan kinerja kepala sekolah dalam mengelola sekolah. Namun, pengawas sekolah menyesuaikan beberapa format yang ada di standar supervisi dengan kondisi-kondisi yang dialami oleh sekolah sehingga proses supervisi manajerial yang dilakukan oleh pengawas sekolah bersifat lebih tepat sasaran dengan kondisi obyektif keadaan kepala sekolah di SMA Negeri 5 Makassar. 

2. Pelaksanaan Supervisi Manajerial
Supervisor bertugas memberikan bimbingan bantuan dan pengawasan dan penilaian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan, pengajaran yang berupa perbaikan program pengajaran dan kegiatan pendidikan pengajaran untuk dapat menciptakan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Tahap pelaksanaan ini merupakan implementasi dari rencana supervisi yang telah disusun sebelumnya. Dalam pelaksanaan supervisi manajerial mengikuti beberapa kegiatan yaitu pengumpulan data, penilaian, deteksi kelemahan, memperbaiki kelemahan, dan bimbingan dan pengembangan.

Pada proses pengumpulan data, pengawas sekolah di SMA Negeri 5 Makassar mengumpulkan data dengan memeriksan dokumen (studi dokumentasi) dan arsip-arsip yang berkaitan dengan pengelolaan sekolah sebagaimana yang tercantum dalam standar supervisi manajerial kepala sekolah. Selain itu, pengawas sekolah juga melakukan pemantauan dari jarak jauh. Maksudnya tidak bersentuhan langsung dengan guru dalam mengamati kegiatan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Adapun data yang dikumpulkan oleh Pengawas sekolah yaitu yang tercantum dalam standar nasional yakni standar isi, standar proses, standar kompetensi, standar lulusan, standar sarana dan prasaran, standar PTK, standar pembiayaan, standar pengelolaan, dan standar penilaian. Selain itu kegiatan yang dilakukan oleh pengawas Sekolah SMA Negeri 5 Makassar sesuai dengan pendapat dari Rifa’i (2000) yang meyatakan bahwa data yang dikumpulkan adalah mengenai keseluruhan situasi sekolah, meliputi: data murid, guru, program pengajaran, alat /fasilitas, dan situasi dan kondisi yang ada. Data murid antara lain : hasil belajar siswa, kebiasaan dan cara belajar, minat dan motivasi siswa dan sebagainya. Data guru, antara lain: kelebihan dan kelemahan guru, kemampuan dalam mengajar, perkembangan kreatifitas guru, dan program pengajaran yang disusun guru. Selain itu data mengenai alat-alat pelajaran serta fasilitas lainnya juga perlu dikumpulkan. Data tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menemukan permasalahan yang ditemui guru. Data tersebut tercantum dalam aspek standar nasional.
Selanjutnya adalah proses penilaian. Dalam proses penilaian, Pengawas Sekolah SMA Negeri 5 Makassar melakukan penilaian terhadap kinerja kepala sekolah dalam mengelola sekolah, dengan menilai mereka dalam proses pengelolaan. Setelah itu memeriksa dokumen-dokumen berupa Rencana Program Kegiatan dan yang terakhir itu dengan melakukan pengamatan langsung dalam di sekolah. Pengamatan ini dilakukan dengan cara senatural mungkin sehingga kegiatan sekolah tidak terganggu. Penilaian didasarkan pada indikator-indikator yang akan dicapai dalam standar isi, standar proses, standar kompetensi, standar lulusan, standar sarana dan prasaran, standar PTK, standar pembiayaan, standar pengelolaan, dan standar penilaian. Rifai (2000) menyatakan bahwa data yang sudah dikumpulkan diolah, kemudian dinilai. Penilaian dilakukan terhadap keberhasilan guru dalam mengajar serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses belajar mengajar. Penilaian dilakukan oleh pengawas sekolah SMA Negeri 5 Makassar adalah dengan memberikan nilai pada tiap aspek dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh dinas pendidikan.

Pada deteksi kelemahan, Pengawas Sekolah SMA Negeri 5 Makassar mengacu pada hasil perbandingan yang mesti dicapai dengan kenyataan pengelolaan yang dilaksanakan oleh Kepala Sekolah. Pengawas Sekolah SMA Negeri 5 Makassar dalam melakukan deteksi kelemahan menggunakan alat bantu berupa foto atau perekam suara. Kemudian bertanya langsung ke kepala sekolah dengan prosedur yang telah ditetapkan. Jika ditemukan kelemahan pada pengelolaan sekolah yang dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas sekolah memiliki pedoman atau format yang digunakan dalam melakukan deteksi terhadap kelemahan yang kepala sekolah lakuan pada saat pelaksanaan pengelolaan sekolah. Pedoman itulah yang digunakan oleh pengawas sekolah dalam membandingkan kinerja kepala sekolah sewaktu melakukan pengamatan langsung dengan poin-poin penilaian. Poin yang nilainya rendah berarti kinerja kepala sekolah mengalami masalah. Muslim (2009) menjelaskan bahwa dalam rangka mendeteksi kelemahan, supervisor dalam hal ini pengawas sekolah SMA Negeri 5 Makassar memperhatikan beberapa aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepala sekolah seperti yang tercantum dalam standar isi, standar, proses, standar kompetensi, standar lulusan, standar sarana dan prasaran, standar PTK, standar pembiayaan, standar pengelolaan, dan standar penilaian.
Selanjutnya jika kelemahan telah di deteksi maka pengawas sekolah harus berupaya untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Pengawas Sekolah SMA Negeri 5 Makassar menjelaskan bahwa kelemahan ditemukan akan berusaha untuk membimbing, membina dan mengarahkan Kepala Sekolah terhadap apa yang menjadi kelemahan tersebut. Umumnya dengan memberikan saran atau memanggil kepala sekolah dan pembantunya dalam hal ini wakil kepala sekolah untuk langsung diberikan arahan. Kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 30 Makassar sesuai dengan pendapat Muslim (2009) yang menyatakan bahwa upaya untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan informasi secara langsung atau tidak langsung, demonstrasi, kunjungan kelas atau kunjungan sekolah, memberikan kesempatan kepala sekolah untuk mengikuti penataran atau pelatihan.

Selanjutnya pada tahapan akhir yaitu bimbingan dan pengambangan, Pengawas Sekolah SMA Negeri 5 Makassar memberikan bimbingan langsung (bersifat pribadi) dan memberikan motivasi kepada kepala sekolah mengenai tugas dan tanggungjawab kepala sekolah melalui proses breefing. Bimbingan dan pengembangan sangat diperlukan oleh kepala sekolah karena sebuah ilmu berkembang secara terus menerus yang otomatis metode pendekatan selalu berkembang. Tuntutan dan kondisi tersebut berfungsi sebagai penyegaran bagi kepala sekolah. Rifai (2000) menjelaskan bahwa kegiatan dan pengembangan dimaksudkan untuk memberikan dorongan atau motivasi kepada guru agar dapat tumbuh dan berkembang dalam kerjanya. Kepala sekolah dibimbing agar masukan yang diperoleh dapat diterapkan atau diaplikasikan dalam megngimplentasikan standar pengelolaan sekolah.

3. Evaluasi Supervisi Manejerial
Hasil penelitian yang peneliti dapatkan pada saat proses evaluasi supervisi manejerial Pengawas Sekolah di SMA Negeri 5 Makassar menunjukkan bahwa proses evaluasi bertujuan untuk melihat capaian-capaian yang telah dilakukan. Jadi kita lihat berapa persentase keberhasilan kepala sekolah dalam mengelola sekolah karena terkadang ada yang belum tercapai dan ada bahkan melebihi target. Selain itu proses evaluasi dijadikan sebagai dasar dalam menyusun program pada tahun berikutnya. Rifai (2000) menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tujuan telah dicapai, hal-hal yang sudah dilakukan dan hal-hal yang belum dilaksanakan. Evaluasi supervisi mencakup semua aspek yang meliputi hasil, proses dan pelaksanaannya. Keberhasilan program supervisi ini terlihat dengan teratasinya kesulitan-kesulitan kepala sekolah dalam melaksanakan tugas manajerialnya. Pengawas sekolah SMA Negeri 5 Makkassar mengevaluasi beberapa aspek kompetensi kepala sekolah yaitu aspek yang terdapat dalam standar nasional yakni standar isi, standar, proses, standar kompetensi, standar lulusan, standar sarana dan prasaran, standar PTK, standar pembiayaan, standar pengelolaan, dan standar penilaian. Penilaian pada aspek tersebut menunjukkan bahwa kompetensi dan kemampuan kepala sekolah dalam mengelola sekolah dijadikan sebagai objek pelaksanaan dan evaluasi supervisi oleh pengawas. Ukuran keberhasilan dinilai dari target yang ingin dicapai dalam proses evaluasi yaitu ketercapaiannya dan hasil evaluasi kepala sekolah. Penilaian dilakukan dengan menggunakan skala penilaian yakni nilai 4 jika indikatornya sempurna. Jadi dikatakan baik jika nilai yang diperoleh mencapai 80 poin.

Proses evaluasi juga tidak terlepas dari banyaknya informasi yang pengawas sekolah terima berkaitan dengan pengelolaan sekolah. Oleh karena itu, proses umpan balik (feedback) harus dimaksimalkan oleh pengawas sekolah guna mengetahui detail permasalahan kepala sekolah. Pengawas Sekolah SMA Negeri 5 Makassar menggunakan proses umpan balik (feedback) dengan kekeluargaan sehingga kepala sekolah menjadi nyaman dalam mengemukakan permasalahan yang dihadapi. Selain itu, pemberian motivasi dan semangat kepada teman-teman sejawat supaya senantiasa meningkatkan kualitas dan profesionalismenya. Dari pendekatan tersebut tercipta hubungan yang akrab antara supervisor dengan kepala sekolah sehingga tidak akan pernah sungkan untu mengeluarkan segala keluhan yang dialami selama mengelola sekolah. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Muslim (2009) yang menjelaskan bahwa umpan balik (feedback) akan memberi pertolongan bagi supervisor dalam melaksanakan evaluasi supervisi. Dari umpan balik itu pula dapat tercipta suasana komunikasi yang tidak menimbulkan ketegangan, serta mendorong kepala sekolah memperbaiki penampilan dan kinerjanya.
Sesuai hasil kinerja kepala sekolah di SMA Negeri 5 Makassar yang menunjukkan bahwa pelaksanaan perumusan 8 standar pendidikan sudah dikelola dengan baik mulai dari standar isi 90%, standar proses 81%, standar kompetensi kelulusan 60%, standar pendidik 85%, standar sapras 94%, standar pengelolaan 88%, standar pembiayaan 86%, dan standar penilaian 86%. Begitupun hasil peneltian dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi supervisi manajerial pengawas sekolah di SMA Negeri 5 Makassar mengenai hasil kinerja kepala sekolah di atas yaitu sesuai proses supervisi manajerial. 
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan supervisi manajerial pengawas Sekolah di SMA Negeri 5 Makassar sesuai dengan proses yang telah ditetapkan dan sesuai dengan hasil kinerja kepala sekolah yang terlaksana dalam 8 standar nasional pendidikan yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sapras, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Hal ini ditunjukkan dengan indikator perencanaan supervisi manajerial, pelaksanaan supervisi manajerial dan evaluasi supervisi manajerial dapat dilaksanakan sesuai dengan proses oleh pengawas sekolah di SMA Negeri 5 Makassar.
Pada perencanaan, pengawas sekolah melakanakan supervisi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dengan membuat jadwal pelaksanaan kemudian disampaikan kepada kepala sekolah mengenai hal-hal yang akan disupervisi agar kepala sekolah dan jajarannya menyiapkan keseluruhan perangkat termasuk administrasi.

Pada pelaksanaan, pengawas sekolah melaksanakan supervisi manajerial dengan mengumpulkan data melalui pemantauan langsung di sekolah dan studi dokumentasi. Pada penilaian, pengawas sekolah melakukan penilaian terhadap kinerja kepala sekolah dalam mengelola sekolah yakni berdasarkan pada standar nasional yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi, standar lulusan, standar sarana dan prasaran, standar PTK, standar pembiayaan, standar pengelolaan, dan standar penilaian. Pada deteksi kelemahan, pengawas sekolah mengacu pada hasil perbandingan yang mesti dicapai dengan kenyataan yang dilaksanakan oleh kepala sekolah. Pada aspek memperbaiki kelemahan, pengawas sekolah membimbing, membina dan mengarahkan Kepala Sekolah terhadap apa yang menjadi kelemahan tersebut. Selanjutnya, pada aspek bimbingan dan pengembangan, Pengawas Sekolah memberikan bimbingan langsung (bersifat pribadi) dan memberikan motivasi kepada kepala sekolah.
Pada evaluasi supervisi, pengawas sekolah melaksanakan supervisi manajerial dengan mengevaluasi beberapa aspek kompetensi kepala sekolah yaitu aspek aspek yang terdapat dalam standar nasional yakni standar isi, standar proses, standar kompetensi, standar lulusan, standar sarana dan prasaran, standar PTK, standar pembiayaan, standar pengelolaan, dan standar penilaian. Ukuran keberhasilan dinilai dari target yang ingin dicapai dalam proses evaluasi yaitu ketercapaiannya dan hasil evaluasi kepala sekolah
B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan diatas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi kepala sekolah agar lebih meningkatkan kinerjanya  dalam mengelola 8 standar nasional pendidikan khususnya standar kompetensi lulusan dalam hal kepribadian, akhlak mulia, keterampilan dan pendidikan lanjut bagi siswa.
2. Bagi personil sekolah agar senantiasa mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.
3. Bagi peneliti, agar memperluas wawasan dan pengetahuan terkait dengan pelaksanaan supervisi manajerial di sekolah.
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